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ABSTRAK

PENGARUH PIDATO SOEKARNO 70 BUILD THE WORLD A NEW PADA
SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 1960

Oleh:
ALIFA CANTIKA DEWI
1913033014

Indonesia telah tergabung dalam PBB pada 28 September 1950 sebagai anggota ke-60.
Pencapaian terbesar Indonesia sejak bergabung dengan PBB hingga tahun 1960 salah
satunya dengan mengirimkan Soekarno untuk berpidato dalam sidang Majelis Umum
PBB yang dilaksanakan di New York tahun 1960. Pidato yang Soekarno sampaikan
pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York yang berjudul
To Build The World a New, sidang ini di hadiri wakil negara di seluruh Dunia. Pidato
tersebut berisi dakwaan Soekarno terhadap bangsa-bangsa di Dunia yang masih
melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme. Diplomasi melalui pidato Soekarno
tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan
nasional suatu negara pada saat itu. Penelitian ini memiliki rumusan masalah
apasajakah pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 di bidang politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pengaruh pidato Soekarno To Build The
World a New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik studi pustaka dan
dokumentasi, serta teknik analisis kualitatif interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah
dikeluarkannya sebuah resolusi Majelis Umum PBB 1514, dilaksanakannya konferensi
Non-Blok 1961, dan Indonesia mendapat dukungan perundingan masalah Irian Barat.
Pidato To Build The World A New mendapat respon yang baik dari negara-negara di
dunia dibuktikan saat suasana sidang riuh sorakan dari ara wakil negara didunia dan
terjadi beberapa perubahan kearah positif setelah dibacakannya pidato tersebut.

Kata kunci: Dampak, Ir.Soekarno, PBB, Pidato
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SOEKARNO'S SPEECH TO BUILD THE WORLD A
NEW AT THE UN GENERAL ASSEMBLY ASSEMBLY IN 1960

By:
ALIFA CANTIKA DEWI
1913033014

Indonesia has joined the United Nations on September 28, 1950 as the 60th member.
Indonesia's biggest achievement since joining the UN until 1960 was one of them by
sending Sukarno to address the UN General Assembly held in New York in 1960. The
speech Soekarno delivered at the UN General Assembly on 30 September 1960 in New
York was entitled To Build The World a New, this session was attended by
representatives of countries around the world. The speech contained Soekarno's
accusations against the nations of the world who still practice colonialism and
imperialism. Diplomacy through Soekarno's speech was one of the important
instruments in the implementation of a country's national interests at that time. This
study has formulated the problem of what influence Soekarno's speech To Build The
World a New at the UN General Assembly in 1960 had on politics. The purpose of this
research is to find out and describe the influence of Soekarno's speech To Build The
World a New at the UN General Assembly in 1960. The method used in this research
is descriptive method with literature and documentation techniques, as well as
interactive qualitative analysis techniques. The results of this study were the issuance
of a UN General Assembly resolution 1514, the implementation of the 1961 Non-
Aligned Conference, and Indonesia receiving support for negotiations on the West
Irian issue. The speech To Build The World A New received a good response from
countries in the world as evidenced by the boisterous atmosphere of the assembly from
representatives of countries in the world and there were several positive changes after
the speech was read.

Keywords: Impact, Ir.Soekarno, PBB, Speech
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdirinya Organisasi Internasional yaitu United Nation atau Perserikatan bangsa-
bangsa menjadi cara terbaik untuk mencegah perang di masa depan. Tahun 1945
menjadi saksi momen definitif dalam sejarah modern lahirnya PBB. Sebelum pecahnya
perang dunia ke II, upaya dalam menjaga perdamaian dunia telah ada, melalui
organisasi Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Organisasi ini dibentuk Pasca perang dunia |
pada 28 April 1919 saat Konferensi Perdamaian Paris, LBB sebuah organisasi antar
negara dan ditugaskan untuk menjaga perdamaian Dunia. Liga Bangsa-Bangsa adalah
upaya pertama sebagai organisasi negara internasional untuk menjaga perdamaian dan
mempromosikan kerja sama internasional, sayangnya, Liga Bangsa-Bangsa tidak
pernah berhasil dalam tujuannya karena meskipun terdapat LBB negara-negara yang
menjadi tujuan kolonialisme dan imperialisme tetap sulit untuk mendapatkan
kemerdekaan dan kegagalan yang paling besar ialah kembali meletusnya Perang Dunia

ke I pada 1 September 1939 (Thontowi & Iskandar, 2016).

Perang Dunia II berakhir karena menyerahnya Jepang, Italia dan Jerman terhadap blok
sentral. Jalan akhir yang dipilih agar tidak terjadi kembali perang dunia III dan demi
memberantas kolonialisme dan imperialisme maka tidak lama setelah itu, Perwakilan
dari 50 negara bertemu di San Francisco April-Juni 1945 untuk menyelesaikan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi

dibentuk pada 24 Oktober 1945 setelah China, Perancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika



Serikat dan mayoritas signatories negara meratifikasi Piagam tersebut. Perserikatan
Bangsa-Bangsa harus meningkatkan tanggung jawabnya dan mengakhiri pendudukan
kolonial untuk selamanya. Organisasi ini, lahir dari cita-cita Liga Bangsa-Bangsa, 51
negara bergabung pada awal pembentukan organisasi PBB, Indonesia bergabung

sebagai anggota ke-60 di PBB pada tahun 1950 (United Nation, 1945).

Kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk
menghapuskan kolonialisme dan imperialisme serta pertikaian antar bangsa-bangsa di
dunia yang telah tercantum pasal 1 dan pasal 2 piagam PBB. Pasal 1 ayat 1 yaitu tujuan
dibentuknya PBB adalah guna memelihara keamanan dan perdamaian internasional,
perdamaian dilaksanakan melalui sistem keamanan kolektif kepada seluruh anggota
agar bekerja sama dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menyingkirkan
ancaman terhadap perdamaian serta untuk mematahkan suatu agresi atau pelanggaran
perdamaian. Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa tujuan PBB mengembangkan
hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip
persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil langkah-
langkah lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. Tujuan selanjutnya
dalam ayat 3 untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah
internasional setiap negara anggota harus mempromosikan dan mendorong
penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa

membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama (Suryokusumo, 1990).

Sebagai produk evaluasi LBB, pembentukan PBB dilengkapi cakupan bidang kerja
sama lebih luas dan solutif. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai
penjamin perdamaian dan keamanan internasional. Pemeliharaan perdamaian,
meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Piagam, telah berkembang menjadi salah
satu alat utama yang digunakan oleh PBB untuk mencapai tujuan, hal ini tercantum
dalam pasal 2 dan mencakup aturan tegas sebagai berikut: PBB didirikan atas dasar
persamaan kedudukan dari semua anggota, Masing-masing anggota mempunyai

kedaulatan yang sama; Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka



dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam piagam PBB; Semua anggota akan
menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai dan harus menghindari
penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain; Pasal 2 juga
menetapkan norma dasar yang sudah lama ada bahwa organisasi tidak boleh campur
tangan dalam hal-hal yang dipertimbangkan dalam yurisdiksi domestik negara bagian

manapun (Sianturi, 2014).

Indonesia telah bergabung secara resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28
September 1950 sebagai anggota ke-60. Sejak itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah
bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan,
memperkuat demokrasi, dan menghapuskan penjajahan kepada setiap bangsa.
Penerimaan Anggota PBB menurut Pasal 4 ayat (2) Piagam menyatakan bahwa
penerimaan suatu negara ke dalam PBB dilakukan dengan keputusan Majelis Umum
atas rekomendasi Dewan Keamanan sejak tahun 1945 bertepatan setelah Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi anggota PBB sejak awal berdirinya PBB
tahun 1945, PBB secara konsisten mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi negara
yang bebas, mandiri, dan memiliki pemerintahan sendiri. Demikian pula dukungan

Indonesia terhadap tujuan dan prinsip PBB juga sangat kuat (Wisnumurti, 1998).

Tekad ini diwujudkan dalam partisipasi aktif Indonesia dalam diplomasi mengenai isu-
isu besar saat itu termasuk, antara lain, perjuangan melawan kolonialisme, apartheid
dan pemberantasan momok kemiskinan yang tidak manusiawi. Pencapaian cita-cita
dan prinsip tersebut juga sebagian besar menggemakan politik luar negeri Indonesia
yang disuarakan oleh Ir. Soekarno. Indonesia melalui pemikiran ideologi Soekarno
konsisten menjunjung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan
antar bangsa. Prinsip kemanusiaan Indonesia termaktub dalam Pancasila, prinsip ini
menjadikan setiap bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai bentuk
hak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa dan warganya. Dalam pembukaan undang-

undang ditekankan bahwa setiap warga negara harus hidup damai dan “ikut



melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial” (Nugroho, 2016).

Permasalahan nasional di bahas dalam sidang Majelis Umum PBB setiap satu tahun
sekali, setelah bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1950 Indonesia selalu aktif
dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB salah satunya dengan
mengirim wakilnya untuk berpidato pada tahun 1960 pada sidang Majelis Umum PBB
di New York, sidang Majelis Umum ini dilaksanakan dari bulan September sampai
Desember, dan dilanjutkan pada bulan Januari sampai semua masalah dalam agenda
dibahas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu dari enam organ
utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan satu-satunya badan di mana setiap
anggota organisasi diwakili dan diizinkan untuk memberikan suara. Sidang pertama
Majelis Umum diadakan pada 10 Januari 1946, di London, dengan perwakilan 51
negara. Pada awal setiap sesi sidang, Majelis Umum juga mengadakan debat umum, di
mana semua anggota berpartisipasi dan dapat mengangkat masalah apa pun yang
menjadi perhatian internasional. Pada tahun 1960 diadakan sidang Majelis Umum PBB
di New York, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan pidatonya pada

tanggal 28 September 1960 yang diwakili oleh Presiden Soekarno (Istanto, 1994).

Diplomasi dalam forum PBB menjadi cara untuk mendapat simpati dan pengakuan
dunia Internasional dengan menunjukkan adanya kematangan bernegara yang hendak
dicapai dengan jalan Pidato di forum PBB. Pidato Soekarno pada dalam sidang Majelis
umum PBB mendapat sorotan dunia sebagai bentuk diplomasi internasional dalam
memperjuangkan penghapusan kolonialisme dan imperialisme yang masih
dilaksanakan pada kurun waktu tahun 1960. PBB berperan sebagai forum untuk
manuver anti-kolonial internasional. Kritik terberat terhadap "kolonialisme" datang
dari perwakilan negara-negara merdeka di negara berkembang salah satunya Indonesia.
Delegasi Indonesia yang diwakilkan oleh presiden Ir. Soekarno, Soekarno
menyuarakan dukungan penuh untuk semua orang yang hidup di bawah penjajahan.

Delegasi anti-kolonial ini berguna dalam mempercepat berakhirnya kolonialisme pada



periode pasca-perang Dunia ke-II. Muncul suatu usaha-usaha yang kuat yang dilakukan
oleh Soekarno melalui pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB tanggal Tahun 1960,
untuk menghentikan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-
negara barat terhadap negara-negara lain. Dalam menjalankan komitmennya kepada
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah memegang teguh kebijakan luar
negerinya yang aktif dan independen dan telah berkontribusi besar dalam mewujudkan

tujuan dan sasaran tersebut (Desia, 2018).

Pidato yang ia sampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960
di New York yang berjudul 7o Build The World a New di hadiri wakil negara di seluruh
Dunia dalam pidato tersebut Soekarno mendakwa bangsa-bangsa di Dunia yang masih
melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme. Diplomasi melalui pidato Soekarno
tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan
nasional suatu negara pada saat itu. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian
kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain dan organisasi internasional.
Melalui diplomasi ini Indonesia dapat mencapai tujuan dan kepentingan negara yang
menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer,
dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Berbagai
permasalahan dan perubahan yang timbul setelah pidato Soekarno dalam sidang
Majelis Umum PBB tahun 1960 inilah yang membuat penulis tertarik mengkaji
bagaimana dampak politik dari pidato yang Soekarno sampaikan sebagai bentuk
perlawanan terhadap kolonialisme secara diplomasi, penghapusan kolonialisme, sistem
eksploitatif yang mengganggu yang menurunkan nilai individu dan menciptakan rasa
diskriminasi dan ketidakpercayaan di seluruh bangsa internasional, dengan judul
penelitian “Pengaruh pidato Soekarno 7o Build The World a New Pada Sidang Majelis
Umum PBB Tahun 1960”. Inilah mengapa penelitian sangat penting dilakukan karena
dapat menghasilkan bukti yang baik untuk menginformasikan perubahan pada tingkat
nasional dan internasional.

1.2 Identifikasi Masalah



Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 Pada Bidang Sosial.
2. Pengaruh pidato Soekarno 7o Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 Pada Bidang Pendidikan.
3. Pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 Bidang Politik.
4. Pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 Pada Bidang Budaya.
5. Pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 Pada Bidang Ekonomi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas jangkauannya serta memudahkan pembahasan dalam
penelitian, maka berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah
pada:
1. Pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960 di bidang Politik.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:

1. Apasajakah pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang

Majelis Umum PBB tahun 1960 di bidang politik?

1.5 Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pengaruh pidato Soekarno

To Build The World a New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun
manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
Menambah ilmu pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan
ilmu sejarah yang berkaitan dengan pengaruh pidato Soekarno To Build The
World a New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.

b. Menambah pemahaman mengenai konsep nasionalisme, kolonialisme dan
imperialisme yang masih dilakukan bangsa lain pada tahun 1960 dalam pidato
Soekarno di sidang Majelis Umum PBB.

c. Memberikan sumbangan terhadap penelitian dan penulisan sejarah Diplomasi
tentang pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang
Majelis Umum PBB tahun 1960.

1.6.2 Manfaat Praktis



Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a) Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan,
dan penelaah kebijakan khususnya mengenai pengaruh pidato Soekarno 7o Build
The World a New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.

b) Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dan pengikatan pemahaman dalam
menganalisa pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang
Majelis Umum PBB tahun 1960.

c) Bagi Penulis

Memberikan lebih banyak dasar pengetahuan atau inspirasi untuk melanjutkan
studi sejarah mengenai pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada
sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.

d) Bagi Pembaca

Memperoleh pengetahuan akan salah satu sejarah Indonesia dan dunia yakni
mengenai pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New pada sidang
Majelis Umum PBB tahun 1960.

1.7 Kerangka Pikir



Diplomasi sangat penting dilakukan oleh setiap negara yang telah berdaulat, karena
diplomasi menjadi tantangan bagi setiap negara agar diterima oleh negara lain.
Diplomasi internasional dapat digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan
nasional. Peran diplomasi adalah untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah
sebelum menjadi konflik. Ketika konflik tidak dapat dihindari, diplomat bekerja untuk
menyelesaikan perselisihan secara damai untuk menghindari konfrontasi kekerasan.
Seperti pidato yang dilakukan Soekarno Pada sidang Majelis Umum PBB ke-XV
merupakan salah satu bentuk diplomasi Internasional pada bidang Politik kepada

negara-negara anggota yang ikut dalam sidang Majelis Umum PBB.

Pidato Soekarno yang merupakan seorang orator ulung pada 30 September 1960 dalam
forum PBB berjudul 7o Build The World a New berarti membangun dunia kembali
merupakan salah satu pidato terlama yang dilakukan presiden Soekarno selama 120
menit dan disebut sebagai salah satu pidato terbaik di Dunia. Pidato yang berjudul
membangun dunia kembali ini membuka negara-negara yang sudah merdeka untuk
melihat situasi di Afrika dan Asia yang masih mengalami Imperialisme dan
kolonialisme, dalam pidatonya tersebut Soekarno menegaskan bahwa anti-
imperialisme dan anti-kolonialisme harus dimiliki setiap negara. Soekarno
memberikan sindiran dan kritikan tajam terhadap negara-negara barat yang masih
menancapkan imperialisme dan kolonialisme di negara-negara di Asia dan Afrika,
negara yang masih dijajah memiliki banyak tuntutan dan kebutuhan dan berhak untuk
di dengar. Imperialisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang di anggap wajar bagi
bangsa Barat. Soekarno bahkan mengatakan banyak warga bangsa barat yang bahkan
tidak mengenal imperialisme dan kolonialisme. Bangsa barat lahir merdeka dan akan
mati merdeka. Beberapa diantaranya lahir dari bangsa-bangsa yang telah menjalankan

imperialisme terhadap yang lain, tetapi tidak pernah menderitanya sendiri.

Pidato tersebut telah menggemparkan dan membuat wakil-wakil bangsa lain di forum
PBB tercengang, marah dan bangga. Hal itu merupakan peristiwa sejarah yang besar

serta membuat bangsa Indonesia di pandang dunia begitu berani dalam menyuarakan
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anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Setelah menyampaikan pidato tersebut
diharapkan Majelis Umum dapat segera mempertimbangkan masalah tersebut dan
merekomendasikan kepada anggotanya langkah-langkah kolektif untuk memelihara

atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Diplomasi Internasional pada forum PBB yang dilakukan oleh Soekarno adalah alat
untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama melalui sebuah pidato. Diplomasi
tersebut dilakukan pada Organisasi Internasional yaitu PBB. Organisasi internasional
adalah dasar di mana kepentingan bersama Negara dapat dijamin. Oleh karena itu,
Indonesia yang di wakili oleh Soekarno sebagai negara anggota dari PBB harus
menggunakan organisasi internasional untuk meningkatkan kerjasamanya dengan
anggota lain melalui diplomasi berupa pidato, sehingga diplomasi tersebut dapat
memberikan dampak pada bidang sosial, pendidikan, politik, budaya dan ekonomi.
Soekarno mewakili Indonesia sebagai anggota Majelis Umum PBB memiliki kekuatan
untuk melakukan perubahan dalam proses kebijakan atau mengubah perdebatan
tentang suatu isu dunia. Namun pada penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui
pengaruh pidato Soekarno pada bidang politik. Berbagai permasalahan diangkat dalam
pidato yang dilakukan Soekarno berarti upaya sadar untuk mengambil pengaruh pada
proses kebijakan dengan maksud untuk mengubah hasil kebijakan. Kebijakan terdiri
dari serangkaian keputusan pemerintah yang saling berhubungan seperti undang-

undang, tindakan pengaturan, atau rencana aksi.

1.8 Paradigma Penelitian

Pidato Soekarno
“To Build The World a New”
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menyeleksi berbagai masalah yang akan dijadikan
topik penelitian, pada kajian tinjauan pustaka akan dicari topik dan konsep yang akan
dijadikan landasan teori bagi peneliti. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini
adalah:

2.1.1 Konsep Pengaruh Politik

Pengaruh dalam bahasa Inggris disebut influence, pengertian pengaruh
menyiratkan perubahan dalam kehidupan seseorang atau sesuatu. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang
timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak,
kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Suharso & Retnoningsih, 2011).
Menurut Hugiono dan Poerwantana pengaruh membentuk suatu dorongan atau
bujukan dalam seseorang atau sesuatu. Sejalan dengan pendapat tersebut
Badudu dan Zain mendefinisikan pengaruh sebagai penyebab sesuatu hal dapat
terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan
tunduk serta mengikuti karena adanya kekuasaan atau kuasa dari orang lain

(Sultan & Badudu, 2001)

Pengaruh dalam ilmu politik adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan
orang lain. Ini dianggap sebagai metode dimana seseorang dapat memperoleh
kekuasaan. Pengaruh politik dianggap sebagai metode dimana seseorang dapat
memperoleh kekuasaan. Jika seseorang memiliki ide yang meyakinkan serta
memiliki kemampuan berbicara dengan baik, dia dapat mempengaruhi orang

lain dan dengan demikian memperoleh keuntungan politik. Seorang pejabat
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pemerintah belum tentu memegang kekuasaan atas orang lain, tetapi,
mengingat posisi dan keahliannya, pejabat tersebut dapat mempengaruhi
pemimpin politik untuk memberlakukan kebijakan tertentu. Pengaruh politik
biasanya ditujukan untuk mengangkat kehidupan warga negara dasar, taraf
hidup, optimalisasi sumber daya & distribusinya, pertumbuhan ekonomi,
kemajuan holistik, perdamaian & harmoni/persahabatan sosial. Politik juga
mencoba membatasi/menghilangkan kejahatan sosial, ketimpangan di berbagai

bidang (Judge & Bretz, 1994).

Pengaruh memiliki bentuk yang abstrak artinya tidak dapat dilihat namun
pengaruh dapat dirasakan keberadaannya dan kegunaannya dalam aktivitas
manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh memiliki 2 macam jenis yaitu
pengaruh positif dan pengaruh negatif. Apabila seseorang memberikan
pengaruh positif dalam kehidupan bermasyarakat, maka seseorang tersebut
dapat mengajak masyarakat untuk menuruti kemauan orang yang mempunyai
pengaruh tersebut. Sebaliknya apabila pengaruh dari seseorang tersebut dalam
kehidupan masyarakat adalah negatif, maka masyarakat akan memberikan
jarak, menjauhi orang tersebut bahkan tidak lagi menghargai keberadaannya

(Hariyati, 2015).

Pengaruh yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh dalam pidato
Soekarno. Soekarno memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan
mempengaruhi pemikiran orang lain. Pemikiran ini tercermin dalam idenya
tentang cinta tanah air, demokrasi, kedaulatan politik, kepribadian dalam
kebudayaan, dan kemandirian ekonomi. Pemikiran tersebut diungkapkan
melalui Pidato, ungkapan bahwa Soekarno seorang yang aktif terlihat dari
kemampuannya melakukan orasi sehingga dia dijuluki dengan "Singa Podium"
dan "sintesa maha dahsyat, yang sangat kontroversial", menimbulkan perhatian

dan debat dikalangan ilmuwan serta menjadi suatu daya tarik yang luar biasa
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terhadap diri Soekarno. Pemikiran Soekarno terbukti berdampak besar pada

orang-orang ataupu kebijakan di sekitar (Rosalia, 2004).

Maka dapat disimpulkan berdasarkan berbagai pendapat tersebut ketika terjadi
suatu pengaruh terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat
antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Seringkali
pengaruh disama artikan dengan dampak namun sebenarnya kedua kata kerja
ini berbeda. Pengaruh adalah kekuatan untuk mempengaruhi, mengendalikan
atau memanipulasi sesuatu atau seseorang; kemampuan untuk mengubah
perkembangan seperti perilaku, pikiran atau keputusan sementara dampak
adalah hasil atau akibat dari suatu sebab. Dalam penelitian ini akan mengetahui
pengaruh yang diberikan dari pidato Soekarno 7o Build The World a New di
sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 pada bidang politik melalui gambaran
semua perubahan setelah dilakukannya Pidato Soekarno tersebut. Pengaruh
tersebut dapat terjadi pada skala waktu yang berbeda, mempengaruhi kebijakan
politik & sosial dan relevan pada skala yang berbeda (nasional dan

internasional).

2.1.2 Konsep Diplomasi Politik

Diplomasi menjadi metode kebijakan yang diterapkan oleh negara dalam
mewujudkan politik luar negeri dan sebagai sarana komunikasi yang normal
dalam hubungan internasional. Ernest Mason Satow (1992), mendefinisikan
diplomasi sebagai pelaksanaan bisnis antar negara dengan cara damai.
Sedangkan Hedley (1977), mendefinisikan diplomasi sebagai pelaksanaan
hubungan antara negara dan entitas lain yang terlibat dalam politik dunia
melalui kebijakan resmi dan cara damai. Sebagaimana kebijakan luar negeri
dilihat sebagai salah satu sub-disiplin ilmu hubungan internasional, diplomasi

merupakan faktor penentu dalam kebijakan luar negeri (Plano & Olton, 1999).



15

Teori diplomasi umum digunakan sebagai metode komunikasi dan solusi yang
efektif dalam hubungan internasional tanpa diskriminasi ras, sektarian, atau
bahasa dalam tatanan dunia, maka hubungan komunikasi antar negara tersebut
menyebabkan terbentuknya diplomasi politik luar negeri. Berdasarkan
pendapat para ahli diatas diplomasi merupakan bentuk politik luar negeri suatu

negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain (Abdurahmanli, 2021).

Diplomasi politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas-aktif
yang berarti Indonesia tidak terikat dengan salah satu blok baik komunis
maupun kapitalis. Namun pada saat yang sama tetap berperan aktif dalam
pergaulan internasional yang semata didasarkan pada kepentingan Nasional.
Fungsi utama diplomasi adalah untuk memastikan hubungan damai antar
negara, termasuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan, mendiskusikan
masalah bersama, menerapkan kebijakan baru, dan mengatasi perselisihan.
Konsekuensi yang bisa timbul jika hubungan diplomatik tidak terjalin bisa
sangat serius konflik, kekerasan, dan bahkan perang. Diplomasi politik luar
negeri Indonesia menjadi bagian yang cukup penting dari hubungan
internasional. Kegiatan diplomatik luar negeri memaksimalkan posisi dan
kekuatan Indonesia sebagai suatu negara merdeka yang menentang adanya

suatu imperialisme dan kolonialisme (Noventari, 2016).

Dari pengertian mengenai diplomasi dari para ahli politik dan hubungan
internasional, peneliti dapat menemukan konsep diplomasi publik yang
dilakukan Soekarno dalam melalui pidato Soekarno 7o Build The World a New
Pada Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1960. Soekarno melakukan pidato
yang merupakan salah satu bentuk dari diplomasi publik, dengan pidato
Soekarno yang berjudul 7o Build The World A New, Soekarno dapat secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi opini dan posisi publik atas isi
pidatonya tersebut mengenai anti imperialisme dan kolonialisme yang

dilakukan oleh bangsa barat, pidato tersebut secara langsung mempengaruhi
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keputusan politik luar negeri pemerintah lain yang masih dijajah oleh bangsa
barat. Tujuan Soekarno melakukan diplomasi publik di PBB saat itu adalah
sebagai bentuk penjelasan dan berbicara mendukung kebijakan pemerintah dan

mewakili permasalahan serta penyelesaian suatu bangsa kepada publik asing.

2.1.3 Konsep Kolonialisme dan Imperialisme

Kata kolonialisme berasal dari kata Latin/Romawi “colonia” yang berarti tanah
pertanian atau pemukiman. Secara etimologi kata koloni berarti daerah
penjajahan yang menjadi tempat penduduk atau kelompok orang bermukim di
daerah baru yang meraupkan daerah asing, jauh dari tanah air namun orang
tersebut masith mempertahankan ikatan dengan tanah asal (Suharso &
Retnoningsih, 2011). Menurut Frank (1984), kolonialisme adalah pemindahan
kekayaan dari daerah terjajah ke daerah penguasa dan menghambat kesuksesan
pertumbuhan ekonomi negara jajahan. Sedangkan menurut Kansil (1977),
kolonialisme adalah keinginan suatu bangsa untuk menaklukan bangsa lain di
bidang politik, social, ekonomi dan kebudayaan dengan jalan: dominasi, politik,

eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan.

Imperialisme berasal dari kata latin yaitu "imperare" yang artinya
"memerintah". Menurut Suhartono Harjosatoto (1985), imperialisme adalah
nafsu untuk menguasai sistem wilayah bangsa lain. Menurut Ardian (2018),
Imperialisme merupakan pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh suatu
negara dengan memaksakan kekuasaan atau kekuasaannya secara paksa atas
negara lain. Pemaksaan yang dilakukan pada pelaksanaan imperialisme adalah
kontrol politik dan ekonomi atas bangsa yang ditaklukkan melalui penggunaan
kekuatan militer dan kekerasan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan

dan keuntungan materil (Ardian, 2018).
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kolonialisme
berarti suatu negara menguasai dan menaklukkan wilayah lain, dengan
menguasai sumber daya negara untuk kepentingan penakluk. Sedangkan
Imperialisme merupakan sebuah bentuk penjajahan melalui mekanisme
menciptakan sebuah imperium, memperluas wilayah kekuasaan dan
memperluas dominasinya pada wilayah tersebut melalui kontrol politik dan
ekonomi atas wilayah dan masyarakat lain. Setelah Perang Dunia II, janji akan
terjadi dunia damai yang di ilhami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa
penghapusan kolonialisme dan imperialisme. Selama adanya kolonialisme dan
imperialisme di suatu negara maka, keputusan mendasar yang mempengaruhi
kehidupan orang-orang terjajah dibuat dan dilaksanakan oleh penguasa
kolonial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai praktik
kolonialisme dan imperialisme yang terus dilakukan meskipun telah dibentuk
PBB, hal inilah yang disorot oleh Soekarno melalui pidatonya dalam sidang
Majelis Umum PBB pada 30 September tahun 1960 dengan judul 7o Build The
World a New.

2.1.4 Konsep Pidato To Build The World a New

Pidato menjadi suatu keterampilan dalam menyampaikan suatu pesan di depan
publik secara verbal dengan adanya tujuan tertentu, pidato dapat digunakan
untuk membahas permasalahan tertentu. Menurut Emha Abdurrahman (2008),
pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Pidato dilakukan untuk
menyampaikan sebuah pendapat atau uraian. Menurut Yunus (2010), pidato
merupakan suatu kegiatan di depan publik yang bertujuan menyampaikan
kepada para pendengar pesan agar dapat diterima serta dilaksanakan dengan
baik. Pidato disampaikan dengan ucapan kepada publik bermaksud untuk
mempengaruhi keyakinan, sikap, nilai, dan tindakan orang lain. Pidato menjadi
salah satu bentuk dari diplomasi karena pidato disampaikan dengan ucapan

kepada publik bermaksud untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, nilai, dan
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tindakan orang lain (Adia, 2021). Dalam pidato Soekarno To Build The World
a New, Soekarno menyatakan beberapa permasalahan besar yang berpengaruh
pada politik Internasional antara lain sebagai berikut:

1. Masalah kolonialisme dan imperialisme

2. Masalah perlucutan senjata

3. Masalah pembebasan Irian Barat

Dari penjelasan mengenai pidato, pidato akan dilakukan dengan menggunakan
kalimat-kalimat yang jelas pada waktu tertentu di hadapan banyak orang oleh
seseorang yang memiliki kemampuan yang baik ketika berbicara di depan
umum. Maka, Soekarno yang merupakan seorang proklamator dan orator ulung
setiap yang Soekarno ucapkan akan didengar dan diperhatikan, dihormati dan
diakui. Saat melakukan pidato pada sidang Majelis Umum PBB 30 September
1960 dengan judul pidato 7o Build The World a New, Soekarno berusaha
memainkan emosi para pendengar dengan menggunakan kesedihan untuk
menarik emosi audiens dan membuat audiens merasa tertarik ketika
membicarakan terkait kolonialisme dan imperialisme yang masih saja
dilakukan pasca dibentuknya PBB, sehingga negara-negara yang masih
mendapatkan kolonialisme dan imperialisme termotivasi untuk mengambil
tindakan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, serta PBB untuk
dapat mengambil kebijakan agar menghapuskan kolonialisme dan

imperialisme.

2.1.5 Konsep PBB

Perserikatan bangsa-bangsa disingkat menjadi PBB merupakan organisasi

Internasional yang dalam bahasa inggris disebut United Nations, disingkat UN.
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Pembentukan organisasi PBB dimaksudkan untuk mempromosikan

perdamaian dan hubungan baik antar negara. Gagasan pembentukan PBB

diawali saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika

Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang

menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan, perdamaian

dunia pada 1943 di Moskow yang dikenal dengan Deklarasi Moskow. PBB
dalam pasal 1 Piagam memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan.

2. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan
yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta
memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar
manusia.

3. Menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama

tersebut (Anwar, 1988).

Selama menjalankan tujuan-tujuan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) membaginya dalam 6 organ utama yaitu;

4. Majelis Umum: Majelis Umum adalah badan pembuat kebijakan utama
PBB yang memberikan suara pada keputusan yang dibuat organisasi.
Semua anggota diwakili di cabang ini.

5. Dewan Keamanan: Dewan beranggotakan 15 orang ini mengawasi langkah-
langkah yang memastikan terpeliharanya perdamaian dan keamanan
internasional. Dewan Keamanan menentukan apakah ada ancaman dan
mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya secara
damai.

6. Dewan Ekonomi dan Sosial: Dewan Ekonomi dan Sosial membuat
kebijakan dan rekomendasi mengenai masalah ekonomi, sosial dan
lingkungan. Ini terdiri dari 54 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum

untuk masa jabatan tiga tahun.
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7. Dewan Perwalian: Dewan Perwalian awalnya dibentuk untuk mengawasi
11 Wilayah Perwalian yang ditempatkan di bawah pengelolaan tujuh negara
anggota. Pada tahun 1994, semua wilayah telah memperoleh pemerintahan
sendiri atau kemerdekaan, dan badan tersebut ditangguhkan. Tetapi pada
tahun yang sama, Dewan memutuskan untuk melanjutkan pertemuan
sesekali, bukan setiap tahun.

8. Mahkamah Internasional: Cabang ini bertanggung jawab untuk
menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara dan menjawab
pertanyaan sesuai dengan hukum internasional.

9. Sekretariat: Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan ribuan staf PBB.
Anggotanya menjalankan tugas harian PBB dan bekerja dalam misi
pemeliharaan perdamaian internasional.

Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Piagam, "terbuka

untuk semua Negara yang cinta damai yang menerima kewajiban yang

terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, menurut penilaian

Organisasi, mampu melaksanakan kewajiban ini" (Shaw, 2003).

Berdasarkan penjelasan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PBB di tahun
1960 terkenal karena pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian,
pencegahan konflik, dan bantuan kemanusiaan. Indonesia telah menjadi
anggota PBB tahun 1950 seharusnya senantiasa mencapai tujuannya dan
mengoordinasikan upaya untuk dunia yang lebih aman untuk generasi ini dan
mendatang. Dalam penelitian ini akan menunjukan bagaimana keaktifan
Indonesia dalam isu-isu dan permasalahan dunia yang diangkat dalam Sidang
majelis Umum tahun 1960 di New York dalam Pidato Soekarno To Build The
World A New.

2.1.6 Konsep Majelis Umum PBB Tahun 1960

Majelis Umum Didirikan pada tahun 1945 di bawah Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa, Majelis Umum menempati posisi sentral sebagai kepala
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deliberatif, pembuat kebijakan, dan organ perwakilan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Majelis umum melaksanakan Sidang Majelis umum PBB yang setiap
satu tahun sekali sejak tahun 1945. Terdiri dari 99 Anggota pada tahun 1960
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum menyediakan forum perbedatan
dan usulan dalam bentuk Pidato untuk diskusi multilateral tentang isu-isu
internasional yang tercakup dalam Piagam PBB, termasuk yang berkaitan

dengan masalah politik, ekonomi, kemanusiaan, sosial dan hukum.

Majelis Umum bertemu dari bulan September sampai Desember setiap tahun,
pertemuan pada bulan ini menjadi bagian utama sidang Majelis Umum PBB,
dan setelah itu, dari bulan Januari sampai September dapat melanjutkan bagian
utama sidang yang belum selesai, dalam periode ini Majelis umum dapat
mengambil laporan yang belum selesai pada sesi sebelumnya. Selama sesi yang
dilanjutkan, Majelis mempertimbangkan isu-isu terkini selama debat ataupun
pidato tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Majelis Umum. Selama periode
tersebut, Majelis juga melakukan konsultasi informal tentang berbagai topik
substantif yang telah diusulkan oleh para Anggota PBB dalam sidang Majelis
Umum agar menuju penerapan resolusi baru. Peran dalam mengusulkan isi
Rosolusi ini menjadikan Majelis Umum memainkan peran sentral dalam proses
penetapan standar dan kodifikasi hukum internasional yang dikeluarkan oleh

PBB.

Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum dapat
menjalankan wewenang sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa

dan menetapkan penilaian keuangan Negara-negara Anggota.
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2. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota dewan dan
organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dan, atas rekomendasi Dewan
Keamanan, menunjuk Sekretaris Jenderal.

3. Mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang prinsip-prinsip
umum kerja sama untuk memelihara perdamaian dan keamanan
internasional, termasuk pelucutan senjata.

4. Mendiskusikan setiap pertanyaan yang berkaitan dengan perdamaian dan
keamanan internasional dan, kecuali jika perselisihan atau situasi sedang
dibahas oleh Dewan Keamanan, buatlah rekomendasi untuk itu.

5. Mendiskusikan, dengan pengecualian yang sama, dan membuat
rekomendasi atas pertanyaan apa pun dalam ruang lingkup Piagam atau
yang memengaruhi kekuasaan dan fungsi organ mana pun di Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

6. Memulai studi dan membuat rekomendasi untuk mempromosikan
kerjasama politik internasional, pengembangan dan kodifikasi hukum
internasional, realisasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan
kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, budaya,
pendidikan dan kesehatan.

7. Membuat rekomendasi untuk penyelesaian damai dari setiap situasi yang
dapat merusak hubungan persahabatan antar negara.

Pertimbangkan laporan dari Dewan Keamanan dan organ PBB lainnya, Majelis

juga dapat mengambil tindakan dalam kasus ancaman terhadap perdamaian,

pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, ketika Dewan Keamanan gagal
bertindak karena suara negatif dari anggota tetap. Dalam hal demikian, menurut
resolusi “Bersatu untuk perdamaian” tanggal 3 November 1950, Majelis dapat
segera mempertimbangkan masalah tersebut dan merekomendasikan kepada
Anggotanya langkah-langkah bersama untuk mempertahankan atau

memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (United Nation, 1945).



23

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa majelis umum akan
mengadakan sidang Majelis Umum satu tahun sekali dan setiap anggota tetap
di PBB memiliki hak untuk melakukan pidato yang diwakili oleh satu orang di
majelis umum PBB. Pidato para anggota dalam Majelis Umum PBB dapat
mempengaruhi keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB . Indonesia
merupakan negara yang telah bergabung sebagai anggota ke-60 di PBB, artinya
Indonesia berhak untuk melakukan pidato setiap satu tahun sekali ketika
melakukan sidang Majelis Umum. Dalam penelitian ini sangat berkaitan
dengan sidang Majelis Umum PBB ke-XV yang dilaksanakan di New York
pada 30 September 1960, Indonesia di wakili oleh Soekarno melakukan pidato
berjudul To Build The World a New. Peneliti ingin mengetahui dampak Pidato

tersebut memiliki bagi keputusan Politik negara lain dan resolusi PBB.

2.2 Penelitian Terdahulu
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai
perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis pada

penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian oleh Lusy Dwi Desia

Penelitian yang ditulis oleh Lusy berjudul “Pemikiran Soekarno Tentang
Internasionalisme Dalam Pancasila (Analisis Wacana Kritis Pidato Soekarno
pada Sidang Umum PBB Ke-XV)”, penelitian ini berbentuk karya ilmiah Skripsi
yang dibuat pada tahun 2018 dari Fakultas Pendidikan [Imu Pengetahuan Sosial,
UPI Bandung. Penelitian ini membahas mengenai Soekarno yang menawarkan
pancasila sebagai ideologi alternatif di PBB, ideologi pancasila digunakan untuk
mengakhiri Blok Barat dan Blok Timur, usulan tersebut Soekarno bahas dalam
pidato Soekarno pada Sidang Majelis Umum PBB ke-XV yang dilaksanakan
pada tanggal 30 September 1960, dengan pidatonya yang berjudul “7To Build The
World a New”.

Dibawah ini merupakan perbandingan penelitian yang telah dilaksanakan oleh

Lusy Dwi Desia dengan penelitian yang alan saya laksanakan antara lain:

a. Persamaan, pada penelitian yang dilakukan oleh Lusy Dwi Desia dengan
penelitian yang akan saya lakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama
membahas mengenai Pidato Soekarno pada sidang Majelis Umum PBB Ke-
XV.

b. Perbedaan, yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Lusy Dwi
Desia dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah, pada subjek
penelitian saya mengenai pengaruh pidato Soekarno 7o Build The World a
New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 pada bidang politik,
sedangkan Lusy Dwi Desia memaparkan pemikiran ideologi pancasila pada

pidato To Build The World a New.
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2. Penelitian oleh Nuke Karlitasari Ristuningtias

Penelitian yang dilakukan oleh Nuke Karlitasari Ristuningtias dengan judul
“Pemikiran Politik Soekarno Tentang Tata Dunia (Analisa Pidato Soekarno To
Build The World a New)”. Penelitian ini berbentuk karya ilmiah Skripsi yang
dibuat pada tahun 2002 dari Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jember. Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh personality Soekarno
pada pemikirannya tentang tata dunia dan kebijakan politik luar negeri Soekarno

sekitar tahun 1960-1965.

Dibawah ini merupakan perbandingan penelitian yang telah dilaksanakan oleh
Nuke Karlitasari Ristuningtias dengan penelitian yang alan saya laksanakan
antara lain:

a. Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh Nuke Karlitasari Ristuningtias
dengan penelitian yang saya akan lakukan memiliki kesamaan yaitu sama-
sama menganalisa Pidato Soekarno “To Build The World a New”.

b. Perbedaan, yang membedakan penelitian dari oleh Nuke Karlitasari
Ristuningtias dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah, pada
penelitian Nuke membahas mengenai pemikiran Soekarno pada kurun waktu
1960-1965 ditinjau dari muatan materi Pidato 7o Build The World a New,
sedangkan penelitian saya membahas mengenai pengaruh dari pidato

Soekarno “To Build The World a New”.

3. Penelitian oleh Sulfachriadi
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Penelitian yang ditulis oleh Sulfachriadi ini berjudul “Politik Luar Negeri

Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)”, penelitian ini

berbentuk skripsi yang dibuat pada tahun 2015 dari Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar. Pada penelitian ini membahas latar belakang dan

pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Dibawah ini merupakan

perbandingan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sulfachriadi dengan
penelitian yang alan saya laksanakan antara lain:

a. Persamaan, pada penelitian yang dilakukan oleh Sulfachriadi dengan
penelitian yang akan saya lakukan memiliki kesamaan yaitu kemajuan politik
luar negeri Indonesia pada tahun 1960 salah satunya yaitu Presiden Soekarno
menyampaikan pidatonya yang berjudul "7o Build The World a New" atau
Membangun Dunia kembali di dalam sidang Majelis Umum ke-XV PBB.

b. Perbedaan, pada penelitian yang dilakukan oleh Sulfachriadi dengan
penelitian yang akan saya lakukan adalah kajian yang dilakukan Sulfachriadi
membahas mengenai politik luar negeri bebas aktif, sedangkan penelitian
saya membahas pengaruh pidato Soekarno pada sidang Majelis Umum PBB

ke-XV.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.1.1. Objek Penelitian

Pidato Soekarno To Build The World a New

3.1.2. Subjek Penelitian

Pengaruh Pidato Soekarno 7o Build The World a New

3.1.3. Tempat Penelitian

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia

3.1.4. Waktu Penelitian

2023

3.1.5. Bidang Penelitian

Sejarah Politik
3.2 Metode Penelitian
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Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu methodos yang terdiri dari dua suku kata
yaitu metha yang berarti “melalui” dan hados yang berati “cara” atau “jalan”. Maka,
metode berarti cara atau jalan yang dilalui. Sedangkan penelitian berasal dari bahasa
Inggris yaitu research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari sesuatu data.
Penelitian adalah proses penyelidikan sistematis yang memerlukan pengumpulan data;
dokumentasi informasi penting; dan analisis dan interpretasi data/informasi tersebut,
sesuai dengan metodologi yang sesuai yang ditetapkan oleh bidang profesional dan

disiplin akademis tertentu (Subagyo, 2004).

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2013), dapat dipahami sebagai cara
yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya untuk
memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara sistematis dibutuhkan
metodologi yang tepat. Menurut Priyono (2016), metode penelitian merupakan cara
atau jalan saat melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk
mencapai suatu tujuan. Metode menurut Winarno Surakhmad (2004), adalah suatu cara
utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan misalnya mengkaji suatu rangkaian
hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian
merupakan proses menemukan atau mencari jawaban atau keberadaan dari pernyataan-
pernyataan yang ada dalam pemikiran manusia atas suatu masalah yang muncul dan

perlu untuk dipecahkan.

Dalam penelitian ini adapun metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif.
Metode deskriptif menurut Sugiyono (2013), adalah metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk
membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode deskriptif menurut Moh Nazir (2005),
adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistempemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Penelitian dengan metode deskriptif dilakukan dengan cara mencari informasi
berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih,

merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya, dan mengumpulkan berbagai
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macam data sebagai bahan untuk membuat laporan. Menurut Whiteney (1960), metode
deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian ini
mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam
masyarakat serta situasisituasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan,
sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dapat diambil kesimpulan metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan
oleh peneliti dalam mencari kebenaran penelitian dengan cara ilmiah agar
mendapatkan data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data
tersebut. Keberhasilan suatu penelitian ditunjang oleh metode penelitian yang telah
ditetapkan sebelumnya. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah
untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dalam
penelitian ini peneliti mencari hasil dari dampak pidato Soekarno 7o Build The World

a New dengan menggunakan teks asli pidato tersebut, journal, dan Arsip. Pada

penelitian ini peneliti melengkapi analisis deskriptif dengan cara:

1. Peneliti menentukan tujuan analisis, tujuan, arah yang akan peneliti ambil, hal-hal
yang harus mereka abaikan, dan format di mana data harus disediakan.

2. Peneliti mengumpulkan data setelah mengidentifikasi tujuan. Ini adalah fase kritis
karena mengumpulkan data yang salah dapat membawa peneliti jauh dari tujuan
penelitian.

3. Membersihkan data adalah tahap selanjutnya. Saat bekerja dengan kumpulan data
besar, pembersihan data mungkin menjadi tantangan. Kebisingan kumpulan data
yang berfungsi atau informasi yang tidak relevan mungkin mengacaukan temuan.

4. Pendekatan analitis yang berbeda digunakan setelah data dibersihkan. Dalam
bentuk ringkasan deskriptif yang mendalam, analisis deskriptif menyoroti

karakteristik mendasar dari data.
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5. Setelah kumpulan data dianalisis, peneliti dapat menginterpretasikan temuan sesuai

dengan tujuan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013), mengemukakan definisi teknik pengumpulan data sebagai langkah
strategis dan sistematis yang dilakukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data
bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dari berbagai sumber untuk
memberikan wawasan dan jawaban, seperti menguji hipotesis atau mengevaluasi suatu
hasil. Selanjutnya Juliansyah Noor (2016), menjelaskan bahwa teknik pengumpulan
data adalah anggapan dasar yang digunakan oleh peneliti tentang suatu hal, anggapan
ini kemudian dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.
Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur mengumpulkan,
mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan
teknik standar yang divalidasi. Pendekatan pengumpulan data berbeda untuk berbagai
bidang studi, tergantung pada informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan langkah-
langkah penelitian historis, maka langkah-langkah kegiatan penelitian yang akan

dilakukan peneliti adalah:

1. Teknik Studi Pustaka

Teknik studi pustaka atau teknik kepustakaan diartikan sebagai suatu langkah
dalam mencari sumber data penelitian dengan cara mengumpulkan data yang
berkaitan erat dengan permasalahan dari buku, teori, catatan, dan dokumen foto-
foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses
penelitian dan penulisan. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan
diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra, dan Bahasa.
Studi pustaka dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang diambil, hal ini
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berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti
(Sarwono, 2006). Menurut Nazir (2005), penelitian kepustakaan adalah teknik
pengumpulan data dengan melakukan penelaahan secara tekun terhadap buku,
literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin

dipecahkan.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teknik studi
pustaka atau teknik kepustakaan merupakan suatu studi yang dijalankan ketika
mengumpulkan informasi, sumber dan data dengan bantuan berbagai macam
material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah
sejarah, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen, arsip,
rekaman dan buku yang berkaitan dengan pidato Soekarno To Build The World a
New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960. Langkah-langkah yang peneliti
gunakan dalam penelitian studi pustaka di Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia Jakarta Pusat, situs Jurnal Nasional dan situs Jurnal Internasional adalah
sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pencarian judul
dokumen, buku dan majalah sebelum datang ke Perpustakaan Nasional melalui
layanan Online Perpustakaan Nasiona Republik Indonesia.

2. Eksplorasi Infromasi

Setelah melakukan observasi singkat, peneliti melakukan eksplorasi informasi
menggunakan beberapa search engine salah satunya yakni google scholar atau
scopus untuk mencari tahu beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan

disesuaikan dengan topik yang akan diangkat.

3. Menentukan Fokus Penelitian
Setelah melakukan eksplorasi informasi, peneliti mulai menetapkan beberapa fokus

sumber penelitian yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Setelah
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ditentukan fokus sumber penelitian, peneliti mulai menentukan apasaja yang akan
dibahas dalam pembahasan dan menentukan batasan-batasan yang menjadi
penelitian nantinya, hal ini bertujuan agar peneliti dapat fokus menjawab
permasalahan dalam penelitian. Peneliti membatasai permbahasan pada gambaran
umum PBB tahun 1960, situasi pembacaan pidato 7o Build The World a New,
situasi politik luar negeri Indonesia tahun 1960, anatomi pidato Soekarno 7o Build
The World a New, latar belakang pidato Soekarno To Build The World a New, dan
pengaruh pidato Soekarno To Build The World a New.

4. Pengumpulan Sumber

Data Sumber data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan jurnal atau artikel
yang berkaitan dengan variabel yang sudah ditentukan menggunakan search engine
salah yakni google scholar ataupun scopu dan datang ke Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia untuk menncari sumber dari buku berjudul Membangun Dunia
Kembali, buku ini ditulis oleh Ir. Soekarno.

5. Persiapan Penyajian Data

Setelah sumber data dikumpulkan, peneliti mulai menyunting serta menganalisis
data yang sesuai dengan batasan-batasan penelitan dan mendukung jawaban dari

rumusan masalah.

2. Teknik Dokumentasi
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Menurut Renier (1997), seorang sejarawan dari University College London
menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian. Pertama dalam arti luas, yaitu
yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua
dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti
spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti
surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Menurut
Sugiyono (2013), sumber dokumen merupakan sumber dengan bentuk tulisan,
gambar, dan karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, /ife histories, biografi,
peraturan, kebijakan, dan lainnya. Bentuk gambar, seperti; foto, gambar hidup,
sketsa, dan lainnya. Bentuk karya, seperti; karya seni berupa gambar, patung, film,
dan lainnya. Teori dari kedua ahli tersebut diperluas oleh Bungin (2013),
menurutnya ada dua jenis yaitu: dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen
pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan
kepercayaannya. Berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Dokumen
Resmi terbagi dua: pertama intern; memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga
untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, konvensi; kedua
ekstern; majalah, buletin, berita yang disiarkan ke media massa dalam bentuk

pemberitahuan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi
adalah teknik yang mengacu pada analisis dokumen yang berisi informasi tentang
skenario atau peristiwa yang sedang diteliti. Sumber dokumen berupa catatan
tertulis, bentuk gambar dan bentuk karya pada waktu yang lalu. Dalam hal ini
peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengaruh pidato
Soekarno 7o Build The World a New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.
Penliti mencari dokumen tertulis dari Arsip Nasional Indonesia, arsip yang di dapat
yaitu arsip pidato 7o Build The World a New, Surat-surat perjanjian bersama
Indonesia dengan negara lain pada tahun 1960. Peneliti juga mendapatkan arsip
dari situs resmi PBB tentang sidang majelis umum tahun 1960 dan keadaan di PBB

tahun 1960. Data-data yang didapat harus logis dan rasional melalui pendapat,
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teori, atau hukum-hukum. Setelah mendapatkan data-data pembuktian untuk

menjawab rumusan masalah, peneliti dapat mencatat data tersebut.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data didefinisikan oleh Noeng Muhadjir (1998), sebagai upaya dalam
mencari dan menata secara sistematis catatan hasi observasi, wawancara, dan lainnya
untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah dilakukan analis dilanjutkan
dengan mencari makna untuk meningkatkan pemahaman. Berdasarkan pengertian dari
ahli tersebut, maka analisis data penelitian adalah proses yang digunakan oleh peneliti
untuk mereduksi data menjadi sebuah cerita dan menafsirkannya untuk memperoleh

wawasan

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif interaktif seperti yang dijabarkan oleh
Huberman & Miles dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.
Tahapan analisis data terbagi menjadi beberapa tahap Menurut Huberman & Miles

(1992) digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komponen Analisis Data Penelitian Kualitatif
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Sumber: Sugiyono, 2013

Kolektif data adalah proses pengumpulan data atau mencari sumber penelitian
di lapangan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini
peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang dan
pengaruh pidato Soekarno To Build The World A New pada sidang Majelis
Umum PBB tahun 1960. Pengumpulan data yang akan peneliti lakukan
membutuhkan proses yang jelas untuk memastikan data yang kumpulkan akan
bersih, konsisten, dan dapat diandalkan.

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap kedua ini peneliti melakukan
pemilihan atau mengkritik sumber-sumber yang telah didapat baik sumber
primer maupun sumber skunder terkait data pengaruh pidato Soekarno 7o
Build The World A New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.
Pemilihan ini dilakukan untuk melihat keabsahan dan kredibilitas sebuah data
apakah valid atau tidak.

Penyajian data didefinisikan sebagai menyajikan dan menyampaikan data dan
informasi melalui teks, tabel, atau grafik. Pada tahap ini penulis akan
menyajikan data mengenai latar belakang dan pengaruh pidato Soekarno To
Build The World A New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 secara
tekstual artinya menyajikan data dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf.

Peneliti menuliskan dalam sebuah kalimat-kalimat berdasarkan data yang telah
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ditemukan dan telah dikondensasi. Data-data dari Arsip akan diperkuat dengan
buku dan jurnal ilmiah.

4. Kesimpulan adalah pembahasan ringkas yang diambil dari poin-poin utama
dalam hasil penelitian atau pembahasan. Kesimpulan yang dilakukan dalam
penelitian ini dilakukan dengan menyimpulkan dengan menggunakan argumen
dari data yang telah diambil terkait mengenai pengaruh pidato Soekarno 7o
Build The World A New pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.
Kesimpulan ini dilakukan untuk membuat pendapat peneliti mengenai
pemahaman dari hasil penelitian.

Dari langkah ini dapat diketahui sumber yang benar dibutuhkan dan relevan dengan
materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber sejarah yang ada
dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian
menjadi fakta sejarah agar memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami, fakta
tersebut dapat ditafsirkan dengan cara merangkaikan fakta menjadi karya menyeluruh

yang masuk akal.
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum PBB Tahun 1960

Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pasca perang dunia II berakhir tepatnya pada
24 Oktober 1945, tahun 1960 perjalanan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah berlangsung selama 15 tahun. PBB selalu dikaitkan dengan peran kuncinya
dalam perdamaian dan keamanan internasional dan dengan misi pemeliharaan
perdamaian tinggi. Meskipun tujuan awal PBB yang luas yang ditetapkan dalam
Piagam pendiriannya mencerminkan fokus ini, sejak awal PBB dimaksudkan
untuk berperan dalam pembangunan. Setelah Perang Dunia Kedua, agenda
tersebut difokuskan pada pembangunan kembali negara-negara industri yang

hancur akibat perang (Gold & Connolly, 2006).

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahap perkembangannya menjadi suatu sistem
politik dari anggota-anggota yang terkoordinasi secara formal, masing-masing
negara anggota mampu menempatkan permasalahan di hadapan Organisasi PBB
menjadi tuntutan-tuntutan yang mengalir dari lingkungan negaranya sendiri. Pada
tahun 1960-an, keanggotaan di PBB terus berkembang dan isu-isu pembangunan,
kolonialisme dan imperialisme menjadi perhatian masyarakat internasional

melalui tindakan baik di dalam maupun di luar PBB (Kay, 1969).

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960 memainkan peran penting dalam
mempromosikan gerakan-gerakan ini dan mempromosikan sistem internasional

yang berdasarkan pada kerja sama daripada eksploitasi. Beberapa resolusi,
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laporan, dan peristiwa utama PBB disoroti. Telah diakui secara umum bahwa
kemajuan negara terbelakang adalah salah satu masalah terpenting ekonomi dunia,
maka pada tahun 1960 memang pembangunan pertama kali menjadi tema sentral
aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Permasalahan negara tersebut terjadi karena
adanya kolonialisme dan imperialisme dari negara lain, maka negara-negara akan
sulit berkembang karena sistem ekonomi, budaya, sosial dan politiknya dikuasai

oleh pihak asing (Ajaegbo, 1986).

Menurut laporan dari Sekretaris Jendral Dag Hammarskjold PBB, Pada
pembukaan dekade pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu pada tahun
1960, PBB mulai memahami tujuan pembangunan yang sebenarnya dan sifat dari
proses pembangunan. PBB belajar bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut
kebutuhan material manusia, tetapi juga perbaikan kondisi sosial masyarakat,
hidupnya dan aspirasi kemanusiaannya yang luas. Pembangunan bukan hanya
pertumbuhan ekonomi, melainkan pertumbuhan dan perubahan. Dari 18 Desember
1959 hingga 31 Januari 1960, Sekretaris Jenderal mengunjungi 21 negara dan
teritori di Afrika. Kunjungan ini membantunya mengembangkan visinya untuk
kerja sama internasional di Afrika, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum.
Dalam resolusi yang diadopsi pada sesi ke-14 dia, dan kepala eksekutif badan-
badan khusus, diminta untuk memberikan pertimbangan mendesak dan simpatik
terhadap permintaan baik dari bekas wilayah perwalian maupun negara-negara

baru merdeka lainnya untuk penyediaan bantuan teknis (Foundation, 2011).

Selain itu, PBB memainkan peran penting dalam integrasi negara-negara
pascakolonial yang baru muncul ke dalam sistem internasional. Peran
pembangunan pasca-kolonial ini dilembagakan di dalam PBB sejak awal 1960-an

dan seterusnya, dengan pembentukan Program Pangan Dunia (WFP). Negara-
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negara yang baru merdeka yang secara menggemparkan mengubah komposisi
keanggotaan PBB karena tuntutan-tuntutan mereka. Perhatian pembangunan yang
paling mendesak pada saat itu adalah mengurangi kelaparan dunia. Organisasi
Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memimpin tindakan
internasional untuk mengatasi situasi anggota baru PBB dari Afrika, sebagian
Asia, dan Pasifik dan Karibia, serta anggota lain dalam situasi serupa, dengan
meluncurkan pada 1 Juli 1960 Kampanye "Bebas dari Kelaparan", kampanye ini
menarik perhatian dunia terhadap masalah kelaparan, sehingga dapat digunakan
untuk mencari dukungan dari Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM)

untuk kampanye nasional melawan kelaparan (Phillips, 2002).

4.1.1.1 Struktur Keanggotaan PBB 1960

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki enam organ utama. Lima di
antaranya Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial,
Dewan Perwalian, dan Sekretariat berkantor di Markas Besar PBB di New
York. Keenam, Mahkamah Internasional, terletak di Den Haag di Belanda.
Semua organ utama PBB didirikan pada tahun 1945 ketika PBB didirikan.
Pada tahun 1960 Dag Hjalmar Agne Carl Hammarsk;j6ld yang berasal dari
Swiss menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari 10 April 1953 hingga 18
September 1961. Berikut ini di paparkan para anggota dalam Jabatan di PBB

dan juga tugas utamanya:

Tabel 1.2 Struktur Organ Utama PBB tahun 1960

No | Organ PBB | Negara Anggota Tugas

1. | Majelis 99 negara, semua | Bertugas sebagai badan
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Umum Anggota PBB | Permusyawaratan  untuk
terwakili. membahas masalah dan
membuat rekomendasi
pembuat kebijakan, semua
anggota dapat
berpartisipasi dan
mengangkat masalah apa
pun yang menjadi
perhatian internasional.
Dewan Dewan  Keamanan | Dewan Keamanan
Keamanan awalnya terdiri dari | memimpin dalam
11 anggota lima tetap | menentukan adanya
dan enam tidak tetap | ancaman terhadap
dipilih oleh Majelis | perdamaian atau tindakan
Umum untuk masa | agresi. Dewan Keamanan
jabatan dua tahun. | dapat menggunakan sanksi
Anggota keamanan | atau bahkan mengizinkan
tetap yaitu RRT, | penggunaan kekuatan
Prancis, Uni Soviet, | untuk  mempertahankan
Britania Raya, | atau memulihkan
Amerika Serikat. perdamaian dan keamanan
Anggota keamanan | internasional serta
tidak tetap yaitu | merekomendasikan
Argentina, Ecuador, | metode untuk
Italy, Poland, Sri | menyesuaikan perselisihan
Lanka, Tunisia | tersebut atau ketentuan
(Arsip, A/PV.825) penyelesaiannya.
Dewan ECOSOC terdiri dari | Dirancang untuk menjadi

Ekonomi dan

perwakilan dari 18

tempat utama PBB untuk




41

Sosial negara yaitu | diskusi masalah ekonomi
(ECOSOC) Afghanistan, Brazil, | dan sosial internasional,
Bulgaria, Chile, | Dewan Ekonomi dan
China, Costa Rica, | Sosial (ECOSOC)
Denmark, France, | mengarahkan dan
Japan, Netherlands, | mengoordinasikan
New Zealand, | kegiatan ekonomi, sosial,
Poland, Spain, | kemanusiaan, dan budaya
Sudan, Union of |PBB dan badan-badan
Soviet Socialist | khususnya. ECOSOC
Republics,  United | melakukan studi;
Kingdom, United | merumuskan resolusi,
States,  Venezuela | rekomendasi, dan
(Arsip, A/PV.826). | konvensi untuk
dipertimbangkan oleh
Majelis  Umum;  dan
mengoordinasikan
kegiatan berbagai program
PBB dan badan khusus.
Dewan Dewan  Perwalian | Dewan Perwalian
Perwalian terdiri  dari  lima | dirancang untuk
anggota tetap Dewan | mengawasi ~ pemerintah

Keamanan yaitu
China, Prancis,
Federasi Rusia,

Inggris, dan Amerika
Serikat.
Anggota tidak tetap

Austria Bosnia,

wilayah perwalian dan
memimpin mereka ke
pemerintahan sendiri atau
kemerdekaan. Sistem
perwalian, didirikan atas
bahwa

dasar wilayah

kolonial yang diambil dari
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Herzegovina, Brasil,

Gabon, Jepang,
Libanon, Meksiko,
Nigeria, Turki,

Uganda (Chapter V.
The
Council, 1960).

Security

negara-negara yang kalah
perang tidak boleh

dianeksasi oleh kekuatan

pemenang tetapi harus
dikelola  oleh  negara
perwalian di  bawah

pengawasan internasional

sampai  masa  depan

mereka ditentukan

statusnya.

Dewan

Sekretariat

Dag Hjalmar Agne
Carl Hammarskjold

berasal dari Swiss.

Sekretaris Jenderal
berfungsi sebagai kepala
administrasi di semua
rapat dan menjalankan
fungsi apa pun yang
dipercayakan oleh organ-
tersebut

organ kepada

Sekretariat; dia  juga
mengawasi persiapan
anggaran PBB. Sekretaris
Jenderal memiliki fungsi
politik  yang  penting,
dengan tugas membawa ke
hadapan organisasi
masalah apa pun yang
mengancam  perdamaian
dan keamanan

internasional

Mahkamah

15 hakim pengadilan

Peran Pengadilan adalah
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Internasional

dipilih oleh Majelis

Umum dan Dewan

Keamanan
memberikan  suara
secara independen.

Tidak boleh ada dua

hakim yang
berkewarganegaraan
dari negara yang
sama, dan para
hakim harus
mewakili lintas

sistem hukum utama

dunia. Hakim
menjalani masa
jabatan sembilan

tahun dan berhak
untuk dipilih
kembali. Hakim yang
terpilih pada tahun
1960 yaitu Ricardo
Joaquin Alfaro

(Panama), Enrique c.

Armand-Ugon

(Uruguay),  Abdel
Hamid Badawi
(Egypt), Jules

Basdevant (France),

Roberto Cordova

untuk menyelesaikan,
sesuai  dengan  hukum
internasional, sengketa

hukum yang diajukan
kepadanya oleh Negara-
untuk

negara dan

memberikan pendapat
penasehat tentang masalah
hukum yang diajukan

kepadanya oleh badan-

badan PBB yang
berwenang dan badan-
badan khusus.
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(Mexico), Sir Gerald
Gray  Fitzmaurice
(United Kingdom),
Green H. Hackworth
(United States of

America), Lucio
Manuel Moreno
Quintana

(Argentina), Sir

Benegal Rau (India),
Sir Percy Claude
Spender (Australia),
Jean Spiropoulos
(Greece), Vi Kuiyuin
Wellington Koo
(China), Bohdan
Winiarski (Poland),
Sir Muhammad
Zafrulla Khan
(Pakistan), Helge
Klaestad (Norway)
(The Registrar of the
International Court

of Justice, 2013).

Keanggotaan PBB tumbuh secara signifikan setelah dekolonisasi meluas
dimulai pada 1960-an. Sejak saat itu, 80 bekas koloni memperoleh
kemerdekaan, termasuk 11 wilayah perwalian yang diawasi oleh Dewan

Perwalian. Jumlah anggota PBB pada tahun 1959 adalah 82 negara, pada
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tahun 1960 Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima 17 anggota baru 16 di
antaranya dari Afrika, penerimaan ini merupakan paling banyak dalam satu
tahun. Sehingga jumlah keseluruhan anggota pada tahun 1960 adalah 99
anggota. Anggota baru diterima di PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan
dan dengan dua pertiga suara Majelis Umum. Negara-negara yang baru
diterima pada tahun 1960 tersebut sebagai berikut:

1. Benin (Dahomey)

Burkina Faso (Upper Volta)

Cameroon

Central African Republic

Chad

Congo (capital at Brazzaville)

Congo (Zaire; capital at Kinshasa)

Cote d'Ivoire (Ivory Coast)

W ©® N kWD

Cypru
. Gabon

—_
— O

. Madagascar

. Mali

—_—
W N

. Niger

—_
~

. Nigeria

—
9]

. Senegal

—_
o)

. Somalia

—_
3

. Togo

4.1.1.2 Resolusi PBB tahun 1960

Resolusi berisi banyak formulasi, seperti "keputusan" atau "rekomendasi,"

Alat perubahan konstitusional pada PBB yang paling penting adalah apa
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yang disebut di sini sebagai perubahan yang dinegosiasikan secara politis,
yaitu resolusi saat sidang Majelis Umum PBB. PBB merupakan organisasi
internasional yang berperan untuk menjaga perdamaian dan keamanan
internasional khususnya dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara
damai dan berdasarkan pada prinsip keadilan serta hukum internasional.
Dalam melaksanakan tujuan tersebut, PBB dapat mengeluarkan suatu
resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggota PBB khususnya negara-
negara konflik. Adanya perkembangan serta kedinamisan hukum
internasional membuat resolusi yang dikeluarkan oleh PBB kemudian
menjadi suatu tatanan sumber hukum baru yang diakui oleh negara-negara
yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada prakteknya,
resolusi yang dikeluarkan oleh PBB bersifat rekomendatif dan hanya

mengikat bagi negara-negara anggota PBB (Muttaqin, 2020).

Resolusi Perserikatan bangsa merupakan naskah yang telah diresmikan pada
sidang Majelis Umum PBB setiap tahun, naskah tersebut berasal dari
pendapat atau kehendak badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Resolusi dikeluarkan dari Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan
Ekonomi dan Sosial dan Dewan Hak Asasi Manusia. Usulan perlu
mendapatkan mayoritas suara untuk disetujui selanjutnya dikeluarkan
menjadi sebuah teks resolusi. Terkhusus usulan dari dewan keamanan
persetujuan resolusi dilakukan apabila dokumen resmi yang diterima oleh
sebelas anggota Dewan Keamanan dan diadopsi oleh seluruh suara anggota
Dewan. Resolusi tersebut diadopsi jika lebih dari sembilan dari sebelas
anggota Dewan memilih resolusi tersebut, dan jika resolusi tersebut tidak
diveto oleh salah satu dari lima anggota tetap yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia,

Inggris Raya, dan AS (Tirta, 2011).

Resolusi Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi yang ditujukan untuk

menjaga perdamaian dan keamanan. Secara khusus, resolusi tersebut dapat
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menyelesaikan tindakan militer terhadap negara yang melanggar,
membentuk pengadilan internasional, menyetujui mandat pasukan penjaga
perdamaian, memberlakukan tindakan pembatasan (pembekuan aset,
larangan perjalanan) pada individu. Berikut ini dua resolusi PBB dari 119
resolusi yang di keluarkan oleh PBB tahun 1960:

Majelis Umum, pada tanggal 27 Oktober 1960 mengeluarkan resolusi
1496 (XV) tentang penyediaan surplus Pangan untuk orang-orang yang
kekurangan pangan melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 1960, ketika Perang Dingin sedang berlangsung dan perebutan
kekuasaan dan pengaruh global semakin intensif, Perserikatan Bangsa-
Bangsa membentuk Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-
Negara dan Rakyat Jajahan dan Komite Khusus Dekolonisasi, maka
dikeluarkannya Resolusi 1514 (XV) dengan tuntutan keras untuk
kemerdekaan segera dan tanpa syarat di semua wilayah yang masih
mengalami kolonialisme dan imperialisme dari bangsa asing. Resolusi ini
merupakan eskalasi besar-besaran dari kewajiban yang diterima oleh

kekuatan kolonial.

4.1.1.3 Sidang Majelis Umum Tahun 1960

Sidang Majelis Umum PBB merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan

oleh PBB tahun 1960 menjadi sidang ke-15 majelis umum PBB. Sidang di
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Majelis Umum ini menjadi satu-satunya badan di mana setiap anggota
organisasi PBB diwakili dan diizinkan untuk memberikan suara. Sesi
pertama majelis diadakan pada 10 Januari 1946, di London, dengan
perwakilan 51 negara. Sidang Majelis umum PBB pada tahun 1960
dilaksanakan pada 20 September-17 Oktober 1960, sebanyak 99 perwakilan
anggota hadir dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut. Jumlah kepala
negara atau pemerintahan yang hadir adalah 32 orang. Belum pernah
sebelumnya dalam sejarah sebelum tahun 1960 begitu banyak pemimpin
sejarah dan politik yang luar biasa dalam satu abad berkumpul di satu tempat
pada waktu yang sama. Antara lain, para pemimpin termasuk Dwight
Eisenhower dari Amerika Serikat, Nikita Khrushchev dari Uni Soviet,
Harold Macmillan dari Britania Raya, Gamal Nasser dari Mesir, Jawaharlal
Nehru dari India, Josip Tito dari Yugoslavia, Fidel Castro dari Kuba,
Soekarno dari Indonesia, Wladystaw Gomulka dari Polandia, Kwame
Nkrumah dari Ghana, John Diefenbaker dari Kanada, Robert Menzies dari
Australia dan Janos Kadar dari Hongaria, tidak lupa Raja Hussein I dari
Yordania; Raja Frederick IX dari Denmark dan Pangeran (kemudian Raja)

Sihanouk dari Kamboja.

Situasi ini menunjukan bahwa sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa menjadi pertemuan yang begitu penting bagi bangsa-bangsa besar di
Dunia. Sidang Majelis Umum dilaksanakan setiap tahun dan dalam sesi
khusus, memilih presiden baru setiap lima tahun berdasarkan keputusan lima
kelompok negara anggota tetap. Di awal setiap sesi reguler, Majelis Umum
juga mengadakan debat umum, di mana semua anggota berpartisipasi dan
dapat mengangkat masalah apa pun yang menjadi perhatian internasional

(Iandolo, 2016).

Salah satu perhatian dunia pada tahun 1960 yang menonjol sehingga dibawa

dalam sidang Majelis Umum PBB adalah masalah kolonialisme. Dengan
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demikian, anti-kolonialisme adalah tema berulang PBB selama periode ini.
Pembicara kunci pada sidang umum PBB tahun 1960 dilakukan oleh Dag
Hammarskjold selaku Sekretaris Jenderal PBB tahun 1960, ia menuturkan
pada 9 September 1960 keberhasilan operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
memerlukan penggerak utama dari kerja sama yang diberikan oleh negara-
negara Anggotanya dalam membuat isi Piagam PBB menjadi kenyataan
hidup dalam tindakan politik praktis seperti yang sudah ada dalam hukum,
seperti permasalahan kolonialisme harus segera dihapuskan sesuai isi hukum
dari piagam PBB dan pemeliharaan perdamaian dan penegakan perdamaian
harus diamanatkan oleh Dewan Keamanan. Hal ini sebagai bentuk
pernyataan politik tentang prinsip-prinsip dasar PBB dalam wupaya

mempromosikan perdamaian dan kerja sama dunia di tahun 1960.

Salah satu isu utama yang dibahas selama Sesi ke-15 Majelis Umum adalah
kemerdekaan banyak negara Afrika pada umumnya karena mereka
memisahkan diri dari bekas penguasa kolonial mereka. Selain itu terdapat
pidato dari berbagai negara sebagai perwakilan dari anggota majelis umum
PBB, Berikut ini beberapa Pidato yang diwakilkan oleh negara-negara
anggota majelis umum.

1. Pidato terlama dibacakan pada 26 September tahun 1960 oleh Fidel
Castro dari Kuba pada rapat pleno. Dalam pidatonya, Fidel Castro
berpidato di Majelis Umum PBB di New Y ork hampir dua tahun setelah
kemenangan Revolusi Kuba. Castro berbicara selama berjam-jam

tentang revolusi negaranya.

2. Pada 23 September 1960, Nikita Sergeevich Khrushchev, Presiden
USSR membacakan perlunya PBB selalu memperhatikan pemberian
kemerdekaan kepada negara dan bangsa jajahan bahwa mereka memiliki
keinginan memerdekakan diri, maka hal ini perlu dipertimbangkan oleh

Majelis Umum PBB pada sesi ke-15
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3. Pada 23 September 1960, Kwame Nkrumah, presiden pertama Ghana,
menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB di New York mengenai
dampak penting dari kebangkitan Afrika di dunia modern.

4. Pada 30 September 1960, Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia
menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Pidato
tersebut memiliki garis besar mengenai pemikiran Soekarno akan
masalah imperialisme dan kolonialisme yang masih dilakukan oleh
bangsa Barat, Soekarno menuntut akan adanya persamaan hak dan
derajat antar bangsa-bangsa di dunia, tanpa adanya suatu intervensi atas
suatu bangsa terhadap bangsa lain, hal ini harus diwujudkan oleh semua
negara di dunia, PBB selaku organisasi perdamaian dunia harus segera

mengambil tindakan tegas akan dekolonisasi ini.

4.1.2 Situasi Pada Pidato Soekarno To Build The World A New

Pidato dalam sidang Majelis Umum PBB ini merupakan kegiatan yang penting,
dan hanya dapat dilakukan satu tahun sekali, saat itu merupakan momentum yang
sangat pas bagi Soekarno menyampaikan pidato nya membangun dunia kembali
dalam sidang Majelis Umum ke-15 PBB di New York karena saat itu bertepatan
dengan satu bulan setelah Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan
Kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960 dikarenakan masalah perebutan Irian
Barat. Soekarno berusaha menunjukan kekuatannya dalam memerangi
kolonialisme terhadap bangsa yang masih melakukan kolonialisme terhadap
bangsa lain. Penyampaian pidato yang kuat sangat penting untuk kapasitas
delegasi mana pun untuk sukses. Pada pidato Soekarno memiliki keseimbangan
antara substansi dan penyampaian nya sehingga keefektifan tercapai saat Soekarno
menyampaikan pidato tersebut pada 30 September 1960. Penyampaian yang kuat,
pidato dikemas dengan poin-poin yang sangat kuat akan mempengaruhi

gelombang debat dari negara-negara lain.
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Banyak orang beranggapan bahwa pidato para pemimpin dunia di Majelis Umum
berlangsung sesi ke-15 terlalu lama pidato Soekarno menjadi piadoto ke-empat
terlama selama 120 menit, dalam urutan panjangnya, ini adalah pidato Castro
selama 269 menit, sebuah pidato oleh Sekou Toure dari Guinea yang berdurasi 144
menit, dan pidato sepanjang 140 menit dari Khrushchev. Meskipun menjadi pidato
dengan durasi 2 jam Pidato yang di Sampaikan Soekarno disimak dan dapat
dipahami oleh seluruh peserta sidang Majelis Umum. Dimenit-menit awal
dibacakannya pidato di sidang Majelis Umum tersebut sudah mendapat banyak
tepuk tangan dari para audiens sidang Majelis Umum PBB ke-15. Seruan terhadap
sisa-sisa kolonialisme, neokolonialisme dan penindasan nasional masih ada dan
dengan demikian pidato tersebut berbicara mendukung pemberantasan
kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya sehingga hampir seluruh
peserta sidang Majelis Umum mendukung ditanggapi dengan sorakan dan tepuk
tangan. Wakil-wakil dari negara-negara Asia dan Afrika sebagai negara yang
sedang atau pernah merasakan penjajahan merasa diwakilkan dan didukung lewat

pidato Soekarno tersebut.

Majalah berita mingguan AS 'Time' secara efektif menulis: “Bukan kemegahan
Roma kuno atau kecemerlangan permata dari pengadilan besar Prancis yang dapat
membayangi momen ini. Mata sejarah hampir tidak dapat mencakup tontonan dari
begitu banyak penguasa, presiden, dan diktator.” The New York Time
menggambarkan adegan itu sebagai pertemuan diplomatik paling penting dalam
sejarah. Pada tahun 1960, apa yang disebut 'Perang Dingin' antara Amerika Serikat
dan Uni Soviet adalah yang paling dingin. Para pemimpin kedua negara menyadari
bahwa orang-orang yang tinggal di negara dan benua lain, terutama di Asia dan
Afrika, mengawasi tindakan mereka dengan cermat. Soekarno dengan berani
mengangkat masalah perang dingin dari kedua negara tersebut meskipun Soekarno
memiliki kedekatan hubungan dengan Presiden Uni Soviet, kecaman dan
perbedaan pandangan politik yang disampaikannya dalam Sidang Majelis umum

ini tidak membuat hubungan mereka merenggang.
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4.1.3 Situasi Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 1960

Pada tahun 1960 politik luar negeri Indonesia berada di bawah demokrasi
terpimpin menjadi kebijakan perjuangan atau konfrontasi yang semakin militan
melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme (atau nekolim). Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 membuat sistem pemerintahan Parlementer Indonesia
berakhir dan digantikan dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-
1967), Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang
membuat segala kebijakan dipusatkan kepada pemimpin negara atau presiden,
dalam demokrasi terpimpin satu penguasa memiliki kendali mutlak dan memiliki
kekuasaan pengambilan keputusan dalam semua urusan negara atas dasar
kepentingan semua rakyat negara atau yang biasa dikenal dengan istilah ofokrasi.
Sistem pemerinahan ini menjadi pertimbangan kedua bagi keputusan politik luar

negeri Indonesia setelah Politik bebas aktif.

Sesuai dengan landasan idiil pancasila, pembukaan undang-undang dasar 1945,
prinsip politik bebas aktif, Serta Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB
telah menyebutkan bahwa semua apabila terjadi konflik anggota harus
menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sedemikian
rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak
terancam. Maka, dapat dikatakan berdasarkan beberapa dasar tersebut pelaksanaan
politik luar negeri Indonesia sejak lahirnya republik hingga tahun 1960 telah
dilakukan dengan sangat baik dan cukup konsisten. Indonesia telah
membangkitkan minat terhadap hubungan luar negerinya, yang telah lama dituntut
untuk menjaga "kerendahan hati" terhadap dunia luar, politik luar negeri Indonesia

pada tahun tampaknya telah memasuki tahap yang lebih "aktif" pada tahun 1960.

Pelaksanaan politik luar negeri merupakan prioritas tertinggi dalam hubungan

internasional pada era demokrasi terpimpin. Hal ini sebagian besar dilakukan
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melalui kegiatan multilateral di tingkat global dan regional. Baik dalam kegiatan

organisasi internasional (PBB dan organisasi khususnya) maupun melalui bentuk

kerjasama (internasional) lainnya. Indonesia telah menjalankan politik luar negeri

di bawah pemerintahan Soekarno pada tahun 1960 dengan cara membangun

hubungan diplomatik dengan berbagai negara diantaranya sebagai berikut:

1.

Pada 18 Februari 1960, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khruschev
diundang sebagai delegasi pemerintah Soviet untuk berkunjung ke Indonesia.
Dalam kunjunganya ini Khruschev menyampaikan gagasannya terhadap
politik global sekaligus memberikan simpatinya kepada Indonesia terkait
permasalahan yang sedang dihadapi dengan Belanda “bangsa kami membenci
kolonialisme secara organik, kebencian itu adalah laten kepada bangsa kami.
Maka kami selalu bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang berjuang untuk
kemerdekaannya,” seru Khruschev menunjukan dukungan lisan untuk
perjuangan pembebasan nasional koloni-koloni Eropa. Hubungan baik ini
membuat Uni Soviet dan Indonesia bekerja sama dalam beberapa bidang.

Pada 4 dan 5 April 1960, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Irak
membuat sebuah pernyataan bersama tentang permasalahan yang masih terjadi
pada dunia internasional seperti masih terjadinya penjajahan terhadap negara
lain. Terkait dengan pernyataan bersama tersebut, pemerintah Indonesia juga
mendapatkan dukungan dari pemerintah Irak terhadap usahanya untuk
menghilangkan penjajahan terhadap Irian Barat dan memasukkannya kembali

ke dalam bagian negara Indonesia.

Pada 11 April tahun 1960, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke
Bulgaria sekaligus menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas
Sofia. Kedua negara telah sepakat terhadap adanya upaya penghentian
percobaan-percobaan senjata nuklir serta pelucutan senjata, kedua negara
menginginkan adanya perdamaian dunia.

Pada 17 April tahun 1960, Soekarno melakukan kunjungan ke Hungaria, Salah

satu agenda kunjungan tersebut adalah Soekarno akan diberikan gelar
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kehormatan Doctor of Engineering dari University of Budapest, Hungaria pada
17 April 1960. Pihak University of Budapest merasa bahwa Bung Karno
adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. pada waktu itu. Kedua
negara membuat sebuah kesepakatan bahwa segala bentuk penjajahan dan
politik diskriminasi yang masih dilakukan oleh pemerintah Amerika di Afrika
Selatan telah merugikan penduduk Afrika Selatan.

5. Pada 28 April tahun 1960, presiden Soekarno melakukan kunjungan ke New
Guinea. Kedua negara kemudian membahas mengenai kondisi Aljaziar yang
masih dikuasai oleh Prancis. Prancis masih berusaha mempertahankan
kedudukannya di Aljaziar meskipun telah terjadi pemberontakan berdarah.
Indonesia dan New Guinea mengecam tindakan Prancis yang menumpas
pemberontakan Muslim dan mengirim 500.000 tentara Prancis ke Aljazair.
Perdamaian dunia tidak akan pernah ada apabila Imperialisme dan
kolonialisme masih dilakukan.

6. Padatanggal 9-13 Mei 1960, Soekarno melakukan kunjungan ke Negara Kuba,
pada saat itu Kuba dipimpin oleh Seorang Revolusioner yaitu Fidel Castro,
mereka berdua kemudian berbincang bahwa sebuah negara harus mandiri dan
bebas dari kontrol negara lain. Kedua negara tersebut memberikan dukungan
terhadap negara-negara yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka.

Beberapa kunjungan luar negeri yang dilakukan Soekarno ke berbagai negara

mendorong kerja sama antar negara, dan turut menjaga perdamaian sesuai dengan

cita-cita bangsa Indonesia. Kunjungan luar negeri tersebut telah menggambarkan
situasi politik luar negeri Indonesia pada tahun 1960 yang bebas dan aktif. Saat itu

Indonesia yang kedaulatannya sedang diusik oleh Belanda berusaha mencari

simpati dan dukungan dengan negara lain dengan terus membahas permasalahan

kolonialisme yang masih dilakukan oleh bangsa barat merupakan hal yang salah.

Inisiatif besar ini diusulkan untuk memenuhi keinginan bersama semua negara

untuk bekerja sama mengatasi kesulitan dan membangun dunia yang lebih baik.

Indonesia berusaha terus menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua

negara yang merupakan prasyarat dasar untuk memelihara perdamaian dan
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ketenteraman dunia.

4.1.4 Anatomi Pidato Soekarno 7o Build The World a New

Anatomi disebut juga dengan struktur, struktur teks pidato terdiri dari tiga bagian,
yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Berangkat dari judul pidato Soekarno “To
Build The World a New” yang berarti “membangun dunia kembali”, dalam
pidatonya Soekarno menjelaskan maksud dari judul pidatonya. Dunia kembali
tersebut dibangun untuk memperbaiki dan mencapai keseimbangan dunia yang
lama. Kalimat ini menunjukan adanya kecenderungan dalam pemikiran Soekarno
untuk melakukan perubahan atas sistem dunia, karena menurut Soekarno sistem
dunia pada masa tersebut (tahun 1960-an) menunjukan ketidakseimbangan dengan
kondisi yang ada sehingga perlu adanya suatu perubahan. Ketidakseimbangan
tersebut ditunjukkan dengan belum adanya perdamaian dunia. Soekarno telah
menyaksikan perang saudara dan konflik di negara lain, Ia menyadari bahwa dunia
selalu berada di bawah ancaman perang karena itu, Soekarno selalu memimpikan
dunia baru yang damai seperti pidato yang ia bawakan “To Build The World a

New” .

Berikut ini pendapat para peneliti lainnya yang telah mengkaji pandangan dan
pemikiran Soekarno saat membacakan pidatonya 7o Build The World a New.
Cenner (2016) memandang pemikiran Soekarno dalam kurun waktu tahun 1960
mencoba menyerap beberapa gagasan ilmiah dari konsep Nasionalisme, Islam, dan
Marxis menjadi alat analisisnya untuk memberikan gagasan membangun dunia
kembali. Sementara itu, Habibullah (2019) menemukan pandangan Soekarno
dalam pidatonya berasal dari nilai-nilai filosofis Pancasila yang berelasi dengan
pembangunan dunia kembali, Soekano menawarkan nilai-nilai yang bermanfaat
dalam Pancasila telah meliputi aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
yang baik dalam segi agama dan kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan, dan

sosial.
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Analisis pada bagian pembukaan Soekarno menyampaikan rasa hormatnya kepada
ketua umum PBB dan para perwakilan seluruh negara yang hadir dalam sidang
Majelis Umum pada 30 September 1960. Pada bagian Isi membahas mengenai
permasalahan-permasalahan sesuai dengan topik sidang Majelis Umum ke-15
yaitu kolonialisme, imperialisme dan dekolonisasi. Topik keterlibatan PBB dalam
dekolonisasi sangat luas dan beragam. Sebagai sebuah organisasi, PBB
menghadapi, dan terus menghadapi, tantangan luar biasa dalam melibatkan
negara-negara dalam kerja sama internasional menuju masa depan yang lebih
cerah. Dalam pidatonya Soekarno juga menekankan topik permasalahan atau
kasus-kasus dari berbagai negara. Terdapat beberapa hal yang menjadi pusat
perhatian Soekarno dan merupakan inti dalam pidatonya di depan Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-bangsa yang ke-15 pada tanggal 30 September 1960,
pemikiran ini sebagian besar adalah pemikiran Soekarno dalam menciptakan
sebuah sistem dunia baru, menggantikan sistem yang lama yaitu:
1. Masalah Kolonialisme dan Imperialisme, menurut pandangan Soekarno
merupakan akar dari permasalahan yang terjadi didunia. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Soekarno sebagai berikut:

Imperialisme dan Kolonialisme dan pemisahan terus menerus secara paksa dari
bangsa-bangsa merupakan sumber dari hampir semua kejaharan internasional yang
mengancam di dunia kita ini.

Kedaulatan dari bangsa yang paling baru atau bangsa yang paling kecil sama
berharganya, sama tidak dapat dilanggarnya, seperti kedaulatan bangsa yang paling
besar atau bangsa yang paling tua. Dan selain daripada itu, sesuatu pelanggaran
terhadap kedaulatan sesuatu bangsa merupakan suatu ancaman potensial terhadap
kedaulatan semua bangsa”

Imperialisme, dan perjuangan untuk mempertahankannya, merupakan kejahatan
yang terbesar di dunia kita ini. Banyak di antara tuan-tuan dalam sidang ini tidak
pernah mengenal imperialisme. Selama lima belas tahun ini Barat telah mengenal
per-damaian, atau sekurang-kurangnya ketiadaan perang. Tentu saja ada
ketegangan-ketegangan. Memang, ada bahaya. Tetapi tetap merupakan kenyataan,
bahwa di tengah-tengah suatu revolusi yang meliputi tiga per empat bagian dunia,
Barat tetap dalam keadaan damai. Kedua blok besar, sebetulnya, telah berhasil
mempraktekkan koeksistensi selama tahun-tahun itu, sehingga dengan demikian
membantah mereka yang menyangkal ke-mungkinan adanya koeksistensi.
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Banyak bangsa-bangsa di dunia ini telah lama memiliki permata ini. Mereka telah
biasa memilikinya, tetapi saya yakin, bahwa mereka masih tetap menganggapnya
yang paling dicintai di antara milik-miliknya, dan mereka akan lebih baik mati
daripada melepaskannya

Betapa lebih berharga hal itu bagi kami, yang pernah suatu waktu memiliki permata
kemerdekaan dan kedaulatan nasional itu, dan kemudian merasakan dirampasnya
dari tangan kami oleh bandit-bandit yang bersenjata lengkap, dan yang kini telah
kami rebut kembah!

Saya tahu oleh karena bangsa saya sendiri melakukannya dalam perjuangan kami
untuk kemerdekaan. Kami telah berjuang menggunakan pisau dan bambu runcing.
Untuk mencapai perdamaian, kita harus menyingkirkan sebab-sebab ketegangan
dan sebab-sebab bentrokan itu. ltulah sebabnya saya berbicara dari lubuk hati saya
mengenai perlunya bekerja sama untuk menyebabkan matinya yang hina dari
imperialisme.

Di Asia dan Afrika pada dewasa ini masih hidup, masih berpikir, masih bertindak,
mereka yang memimpin bangsanya kearah kemerdekaan, mereka yang
mengembangkan teori-teori ekonomi yang agung dan membebaskan, mereka yang
menumbangkan kelaliman, mereka yang mempersatukan bangsanya dan mereka
yang menaklukkan perpecahan bangsanya. Oleh karena itu dan memang selayaknya,
kami dari Asia-Afrika saling mendekati untuk memperoleh bimbingan dan inspirasi
dan kami mencari pada diri sendiri pengalaman dan kebijak-sanaan yang telah
terhimpun pada bangsa-bangsa kami.

Apakah tuan-tuan tidak berpendapat bahwa Asia dan Afrika mungkin mempunyai
suatu amanat dan suatu cara untuk seluruh dunia?

Ahli filsafat Inggris Bertrand Russell yang ulung itulah yang pernah berkata bahwa
umat manusia sekarang terbagi dalam dua golongan. Yang satu menganut ajaran
Declaration of American Independence dari Thomas Jeffreson. Golongan lainnya
menganut ajaran Manifesto Komunis.

Maafkan, Lord Russell, akan tetapi saya kira tuan melupakan sesuatu. Saya kira tuan
melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin
pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis
maupun Declaration of Independence. Camkanlah, kami mengagumi kedua ajaran
itu, dan kami telah banyak belajar dari keduanya dan kami telah diilhami oleh
keduanya itu.

Siapakah yang tidak akan dapat ilham dari kata-kata dan semangat Declaration of
Independence itu! "Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini sebagai suatu yang
tidak dapat di-sangkal lagi: "bahwa manusia diciptakan dengan hak yang sama,
bahwa mereka diberikan oleh Al Khalik hak-hak tertentu yang tak dapat diganggu
gugat, dan bahwa di antara hak-hak itu terdapat hak untuk hidup, hak kemerdekaan
dan hak mengejar kebahagiaan". Siapakah yang terlibat dalam per-juangan untuk
kehidupan dan kemerdekaan nasional, tak akan diilhami! Dan sekali lagi, siapakah
di antara kita, yang berjuang menegakkan suatu masyarakat yang adil dan makmur
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di atas puing-puing kolonialisme, tak akan diilhami oleh bayangan kerjasama dan
perkembangan ekonomi yang dicetuskan oleh Marx dan Engels! Sekarang telah
terjadi suatu konfrontasi di antara kedua pandangan itu, dan konfrontasi itu
membahaya-kan, tidak hanya untuk mereka yang saling berhadapan tetapi juga
untuk bagian dunia lainnya.

Masalah Perlucutan Senjata yang dinginkan oleh negara Non-Blok dan seruan
Gerakan Non-Blok

Kami bangsa Asia telah menderita akibat bom atom. Kami bangsa Asia terancam
lagi, dan selain itu kami merasa sebagai suatu kewajiban moral untuk memberikan
bantuan di mana mungkin. Kami bukanlah musuh Timur maupun Barat. Kami
merupakan suatu bagian dari dunia ini dan kami ingin membantu.

Ini adalah suatu jeritan dari hati sanubari Asia. Biarkanlah kami membantu
memecahkan masalah-masalah ini. Mungkin tuan-tuan memperhatikannya
terlampau lama, dan tidak melihatnya lagi secara jelas. Biarkanlah kami membantu
tuan-tuan, dan dalam membantu tuan-tuan, kami bantu diri kami sendiri, dan semua
generasi yang akan datang di seluruh dunia ini.

Jelaslah, bahwa masalah perlucutan senjata bukan hanya perselisihan pendapat
tentang dasar-dasar teknis yang sempit. Ini adalah pula persoalan saling
mempercayai. Sebetulnya telah jelas, bahwa dalam bidang teknik dan dalam cara-
cara berunding dan berdiplomasi, sesunguhhnya antara kami dari Asia-Afrika dan
kedua blok itu tidaklah banyak berbeda. Soalnya sebenarnya lebih merupakan soal
saling tidak mempercayai. Ini adalah suatu masalah yang dapat dipecahkan dengan
cara-cara itu. Negara-negara lain yang tidak tergabung dalam suatu blok, bisa
memberi bantuan dalam hal ini! Kami tidak kurang pengalaman dan kepandaian
untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan. Mungkin perantara kami dapat juga
berharga. Mungkin kami dapat pula memberikan bantuan dalam mencari suatu
penyelesaian. Mungkin — siapa tahu kami dapat memperlihatkan kepada tuantuan
Jjalannya menuju ke arah satu-satunya perlucutan senjata yang sesunguhhnya, yaitu
perlucutan senjata di dalam hati manusia, perlucutan ketidakpercayaan dan
kebencian manusia.

Tidak sesuatupun lebih mendesak daripada hal ini. Dan persoalan ini adalah
demikian vital bagi seluruh umat manusia, sehingga seluruh umat manusia harus
diikutsertakan dalam pemecahannya. Saya kira pada saat ini kita boleh berkata
bahwa sebenarnya hanyalah desakan dan usaha dari negara-negara nonblok akan
memberikan hasil yang diperlukan seluruh dunia. Pembicaraan yang sungguh-
sungguh tentang perlucutan senjata, di dalam rangka organisasi ini, dan didasarkan
pada suatu harapan yang sungguh-sungguh akan suksesnya, adalah yang esensiil
sekarang ini.

Hal ini mungkin merupakan persoalan mati atau hidup bagi Perseriakatn Bangsa-
Bangsa. Janganlah sampai pandangan legalistik yang picik dapat menghalangi
dikerjakannya usaha itu dengan segera.
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Adalah sama pentingnya bahwa pembagian kursi dalam Dewan Keamanan dan
badan-badan serta lembaga-lembaga lainnya harus dirubah. Dalam hal ini saya
tidak berpikir dalam istilah blok-blokan, tetapi saya memikirkan betapa sangat
perlunya Piagam dari Perserikatan Bangsa Bangsa, dari badan-badan
Perseriakatan Bangsa-Bangsa dan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa,
semuanya itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari dunia kita sekarang ini.

Saya tidak dapat berbicara atas nama negara-negara Asia dan Afrika lainnya — saya
tidak diberi kuasa untuk itu, dan bagai-manapun juga mereka sendiri cakap untuk
mengemuka-kan pandangannya masing-masing. Akan tetapi saya diberi kuasa
bahkan ditugaskan untuk berbicara atas nama bangsa saya yang berjumlah sembilan
puluh juta itu.

Seperti saya katakan, kami telah membaca dan mempelajari kedua dokumen yang
pokok itu. Dari masing-masing dokumen itu banyak yang telah kami ambil dan kami
buang apa saja yang tak berguna bagi kami, kami yang hidup di benua lain dan
beberapa generasi kemudian. Kami telah mensintesiskan apa yang kami perlukan
dari kedua dokumen itu, dan ditinjau dari pengalaman serta pengetahuan kami
sendiri, sentese itu telah kami saring dan kami sesuaikan.

Jadi dengan minta maaf kepada Lord Russell yang saya hormati sekali, dunia ini
tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua pihak seperti dikiranya.Meskipun kami telah
mengambil sarinya, dan meskipun kami telah mencoba mensintesiskan kedua
dokumen yang penting itu, kami tidak dipimpin oleh keduanya itu saja. Kami tidak
mengikuti konsepsi liberal ataupun konsepsi komunis. Apa gunanya? Dari
pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain,
sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang lebih cocok

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu
konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita
itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Sejarah
Indonesia kami sendiri memperlihatkannya dengan jelas dan demikian pula halnya
dengan sejarah seluruh dunia.

Ini saya tegaskan kepada tuan-tuan dan saya sadar bahwa saya sekarang berbicara
untuk saudara-saudara saya di Asia dan Afrika perjuangan untuk kemerdekaan
senantiasa dibenarkan dan senantiasa benar. Mereka yang menentang gerak maju
yang tidak terelakkan dari kemerdekaan nasional dan hak untuk menentukan nasib
sendiri, adalah buta; mereka yang berusaha untuk mengembalikan apa yang tidak
dapat dikembalikan merupakan bahaya bagi mereka sendiri dan bagi dunia.

Sebelum kenyataan-kenyataan ini dan ini memang kenyataan-kenyataan diakui,
tidak akan ada perdamaian di dunia ini, dan tidak akan lenyaplah ketegangan. Saya
serukan kepada tuan-tuan; tempatkanlah kewibawaan dan kekuatan moril dari
Organisasi Negara-negara ini di belakang mereka yang berjuang untuk
kemerdekaan.

3. Usulan masuknya Cina dalam keagotaan Perserikatan Bangsa-bangsa.



60

Soekarno menyatakan dalam pidatonya sebagai berikut:

“Organisasi bangsa-bangsa ini telah dilemahkan selama ia masih menolak
perwakilan sesuatu bangsa, dan teristimewa suatu bangsa tua dan bijaksana
serta kuat. Saya maksudkan Tiongkok. Saya maksudkan yang sering disebut
Tiongkok Komunis. Yang bagi kami adalah satu-satunya Tiongkok yang
sebenarnya. Organisasi bangsa bangsa ini sangat dilemahkan. Justru karena
ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar didunia. Setiap tahun kami
menyokong diterimanya Tiongkok kedalam persyirakatan bangsabangsa
sebagai anggota. Kami akan terus melakukannya. Kami tidak memberikan
sokongan itu semata-mata karena kami mempunyai hubungan baik dengan
negara tersebut. Dan pasti sokongan itu tidak akan kami berikan karena
sesuatu alasan partisan. Tidak, pendirian kami mengenai persoalan ini
dibimbing oleh realisme politik. Dengan secara picik mengecualikan suatu
bangsa yang besar, bangsa agung dan kuat dalam arti kwantitet, kebudayaan,
ciri-ciri suatu peradaban kuno, suatu bangsa yang penuh dengan kekuatan
dan daya ekonomi, dengan mengecualikan bangsa itu kita lebih
menjauhkannya dari kebutuhan dan cita-cita kita”

4. Masalah pembebasan Irian Barat. Berikut ini permasalahan Irian Barat yang
dibahas oleh Soekarno dalam pidatonya membangun dunia kembali:

Di mana terdapat imperialisme, dan di mana terdapat penyusunan kekuatan
bersenjata yang serentak, maka keadaan memang berbahaya. Sekali lagi saya
berbicara berdasarkan pengalaman. Begitulah keadaannya di Irian Barat. Begitulah
keadaannya di seperlima wilayah nasional kami yang pada dewasa ini masih tetap
membungkuk di bawah belenggu imperialisme. Di sanalah kami menghadapi
imperialisme dan kekuatan bersenjata imperialisme. Di perbatasan daerah itu
tentara kami berjaga di darat maupun di lautan. Kedua kekuatan bersenjata itu
merupakan suatu keadaan yang eksplosif.

Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha
dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan
penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan
bilateral. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertahun-tahun. Kami
telah berusaha dan tetap berusaha. Kami telah berusaha menggunakan alat-alat
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kekuatan pendapat dunia yang dinyatakan di sini.
Kami telah berusaha, dan dalam hal ini pun kami tetap berusaha.

Irian Barat merupakan pedang kolonial yang diancamkan terhadap Indonesia.
Pedang itu diarahkan pada jantung kami, akan tetapi di samping itu mengancam
pula perdamaian dunia. Saya katakan dengan segala kesungguhan bahwa keadaan
di Irian Barat adalah keadaan yang berbahaya, suatu keadaan yang eksplosif; suatu
hal yang merupakan sebab ketegangan dan suatu ancaman bagi perdamaian.



61

Kami memandangnya dengan kekhawatiran besar, karena kami telah mengajukan
suatu masalah nasional yang besar, masalah Irian Barat, ke hadapan Majelis ini,
dan tiada suatu penyelesaian dapat dicapai. Kami memandangnya dengan
kekhawatiran, karena Negara-negara Besar di dunia telah memasukkan permainan
Perang Dingin mereka yang berbahaya itu ke dalam ruangan-ruangannya”.

5. Penerapan Pancasila dalam sistem dunia dengan dimasukkannya Pancasila

dalam Piagam PBB. Soekarno menyatakan dalam pidatonya sebagai berikut:

Sesuatu itu kami namakan "Pancasila”. Ya, Pancasila atau Lima Sendi Negara kami.
Lima sendi itu tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto Komunis atapun
Declaration of Independence. Memang, gagasan-gagasan dan cita-cita itu mungkin
sudah ada sejak berabad-abad, telah terkandung dalam bangsa kami. Dan memang
tidak mengherankan bahwa faham-faham mengenai kekuatan yang besar dan
kejantanan itu telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban
kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme
menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional”

“Jadi, berbicara tentang Pancasila di hadapan tuan-tuan, saya mengemukakan
intisari dari peradaban kami selama dua ribu tahun. Apakah Lima Sendi itu? la
sangat sederhana: pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua Nasionalisme, ketiga
Internasionalisme, keempat Demokrasi, kelima Keadilan Sosial”

“Saya percaya, bahwa ada jalan keluar daripada konfrontasi ideologi-ideologi ini.
Saya percaya bahwa jalan keluar itu terletak pada dipakainya Pancasila secara
universil!”’

“Saya yakin, ya, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa diterimanya kelima prinsip itu
dan dicantumkannya dalam piagam, akan sangat memperkuat Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Saya yakin, bahwa Pancasila akan menempatkan Perserikatan Bangsa-
Bangsa sejajar dengan perkembangan terakhir dari dunia. Saya yakin bahwa
Pancasila akan memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghadapi hari
kemudian dengan kesegaran dan kepercayaan. Akhimya, saya yakin bahwa
diterimanya Pancasila sebagai dasar piagam, akan menyebabkan piagam ini akan
diterima lebih ikhlas oleh semua anggota, baik yang lama maupun yang baru”.

Pada bagian penutup pidato Soekarno menyampaikan bahwa Majelis Umum dapat
menerima Resolusi Soekarno dengan secepat-cepatnya. Kesimpulan disampaikan
oleh Soekano bahwa dunia harus dibangun kembali dengan tatanan yang baru agar
dunia dapat menjadi tempat bagi semua bangsa hidup dalam damai dan

persaudaraan. Soekarno kemudian memanjatkan do’a kepada Tuhan Yang Maha
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Esa atas keberhasilan pidato nya dalam Sidang Majelis umum, dan berterima kasih

kepada seluruh audiens.

4.1.5 Latar Belakang Pidato Soekarno To Build The World a New

4.1.5.1 Masalah Irian Barat

Deklarasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawa wilayah
bekas Hindia Belanda di bawah kedaulatan Indonesia. Pada akhir tahun 1945
pasukan Belanda tiba untuk membangun kembali kendali Belanda. Belanda
berusaha mendapatkan kembali pengaruh yang cukup besar di Asia untuk
status dominasi atau kemerdekaan penuh. Meskipun tidak bisa melakukan
kolonialisme seperti dulu Belanda berharap mampu mengamankan dan
menjaga kepentingan ekonomi dan lainnya meskipun dalam status Indonesia
merdeka. Tanpa kepentingan ekonomi ini, diyakini secara luas, Belanda
tidak akan mampu memulihkan diri dari kehancuran akibat perang dunia
kedua. Belanda akhirnya mengadakan perundingan serius yang
menghasilkan penandatanganan Perjanjian Linggarjati pada November
1946. Perjanjian ini memberikan pengakuan Belanda atas Republik sebagai
rezim de facto di Jawa dan Sumatra, pembentukan Indonesia Serikat, dan
Belanda Harus meninggalkan Indonesia paling lambat pada tanggal 1
Januari 1949. Meski sudah ditandatangani, Belanda menyatakan tidak terikat
lagi dengan Perjanjian Linggarjati pada 20 Juli 1947. Kemudian pada
tanggal 21 Juli 1947 terjadi Agresi Militer 1.

Perjuangan Internasional Pengembalian wilayah Irian Barat diawali dengan
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan pada tanggal 27
Desember 1949. Melalui KMB, Belanda bersedia menyerahkan

kedaulatannya kepada Indonesia Namun Belanda tetap tidak mau
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menyerahkan wilayah bagian barat yaitu Irian Barat, yang tetap berada di
bawah kendali Belanda. Irian Barat atau Papua adalah provinsi Indonesia
yang terletak di ujung barat Indonesia. Indonesia dan Belanda masih tetap
berada dalam konflik yang sama. Kedua negara ini masih merasa berhak atas
tanah Papua atau Irian Barat. Belanda tetap menginginkan Papua bagian

barat untuk dibentuk menjadi negaranya sendiri (Juliarni & Zed, 2019).

Pada tahun 1950-an, pemerintah Belanda mulai mempersiapkan wilayah
tersebut untuk merdeka melalui proses dekolonisasi. Belanda melancarkan
agresi militer untuk merebut wilayah Papua dari NKRI. Indonesia tetap
mempertahankan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda berada di wilayah
Indonesia. Pada tahun 1954, Indonesia mengangkat keprihatinannya
terhadap New Guinea Barat dalam Sesi ke-9 Majelis Umum PBB (UNGA).
Kemudian, Soekarno tidak mendapat cukup dukungan yang kuat dari
anggota PBB untuk membawa kembali Irian Barat kedalam wilayah
Indonesia. Soekarno baru mendapat dukungan dari negara-negara Asia-
Afrika selama Konferensi Bandung pada April 1955. Namun sampai tahun
1960 permasalahan ini belum juga mendapat penyelesaian dari PBB
akhirnya dibawa kembali oleh Soekarno pada forum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tahun 1960 lewat pidatonya membangun dunia kembali.

4.1.5.2 Masalah Negara Aljaziar

Prancis mulai menginvasi dan merebut Aljazair sejak tahun 1830. Dari tahun
1945 Kolonisasi dan pembantaian genosida berlangsung bersamaan di
Aljazair. Dalam tiga dekade pertama penaklukan, antara 500.000 dan
1.000.000 orang Aljazair, dari total 3 juta, dibunuh oleh Prancis karena
perang, pembantaian, penyakit, dan kelaparan. 1/3 Populasi Aljazair habis
pada perang kemerdekaan tahun 1960an, Prancis melakukan pembantaian di

Sétif dan Guelma, yang menewaskan sedikitnya 30.000 Muslim Aljazair.
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Selama Perang Aljazair, Prancis menggunakan cara-cara ilegal yang
disengaja melawan orang Aljazair, termasuk pemukulan, penyiksaan dengan
kejut listrik, seluncur air, luka bakar, dan pemerkosaan. Tahanan juga
dikurung tanpa makanan di sel kecil, dikubur hidup-hidup, dan dilempar dari
helikopter hingga tewas atau ke laut dengan beton di kaki mereka (Cole,

2010).

Perang Aljazair, 1954-1962, bisa dibilang merupakan perang dekolonisasi
paling traumatis yang dilakukan oleh kekuatan kolonial Barat. Tujuan
Prancis adalah untuk mengeksploitasi negara Afrika Utara yang kaya
minyak dan dengan melakukan itu, meningkatkan prestise global Prancis.
Pada tahun 1954, Muslim Aljazair mendirikan partai Front Pembebasan
Nasional, yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan dari Perancis.
Sebagai tanggapan, Prancis mengirim 500.000 tentara Prancis ke Aljazair
untuk menghancurkan perlawanan selamanya. Sejak tahun 1957 dan
seterusnya, Dewan Menteri Pemerintah Sementara Republik Aljazair
(GPRA) telah mencoba untuk mengecam tindakan Prancis di Aljazair di
Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali dengan bantuan pemerintah dari
negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesiayang diwakili oleh
Soekarno menaruh perhatian dan simpati terhadap permasalahan ini.
Soekarno kemudian mengangkat dan menyoroti penjajahan Prancis kepada
Aljaziar melalui pidatonya dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 1960
dengan judul pidato “7To Build The Word a New”. Sorotan permasalahan ini
dilakukan agar mendapat dukungan untuk kemerdekaan bagi Aljazair (Cole,

2010).

4.1.5.3  Masalah Negara Republik Rakyat Tiongkok

Dahulu nama negara Tiongkok adalah Republik Tiongkok. Wilayah



65

Tiongkok itu meliputi seluruh wilayah yang sekarang menjadi Republik
Rakyat Tiongkok dan pulau Taiwan. Namun Tiongkok dilanda perang
saudara, yakni antara pemerintah yang dikuasai Kuomintang (partai
nasionalis) dan pemberontak Gongchandang (partai komunis). Akhirnya
kemenangan perang didapat oleh Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao
Zedong. Mao Zedong pun memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat
Tiongkok, menggantikan Republik Tiongkok pada 1949. Seluruh wilayah
yang dulu di bawah Republik Tiongkok, diklaim sebagai wilayah Republik
Rakyat Tiongkok itu. Namun kenyataannya, riwayat Republik Tiongkok
(partai nasionalis) tidak berakhir sampai di situ. Penguasa Republik
Tiongkok Chiang Kai-shek menyingkir ke pulau Farmosa yang sekarang
dikenal dengan Taiwan. Chiang Kai-shek menyatakan sebagai pemimpin
Taiwan dan berharap dapat menguasai kembali seluruh Tiongkok yang
sudah dikuasai komunis. Taiwan pun seolah menjadi negara sendiri dan
penguasa Republik Taiwan sampai tahun 1960 juga tidak lagi merencanakan

untuk merebut kembali seluruh Tiongkok (Darini, 2010).

Pada tanggal 19 Desember 1949, Kedutaan Besar AS dipindahkan ke Taipet,
Formosa (Taiwan), setelah pemerintah Republik Tiongkok pindah ke sana
sebagai tanggapan atas gerak maju pasukan Komunis Tiongkok di daratan
selama Perang Saudara Tiongkok. Komunis Tiongkok mendirikan Republik
Rakyat Tiongkok (RRC) di daratan pada tanggal 1 Oktober 1949; namun,
Amerika Serikat menolak untuk mengakui atau menjalin hubungan dengan
RRC. Amerika Serikat terus mengakui pemerintah Republik Tiongkok yang
terletak di Formosa sebagai pemerintah Tiongkok yang sah dan

mempertahankan hubungan diplomatik hanya dengan Republik Tiongkok.

Secara de jure, dunia internasional termasuk PBB hanya mengakui satu

negara dan hanya dapat memasukan satu negara Tiongkok, entah itu
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Republik Tiongkok atau Repbulik Rakyat Tiongkok. Sebagian besar negara
di dunia mengakui Republik Rakyat Tiongkok lah negara Tiongkok yang sah
dan berdaulat atas seluruh Tiongkok, termasuk atas pulau Taiwan. Pada
1950, PBB masih mengakui Taiwan (Republik Rakyat Tiongkok) sebagai
satu-satunya wakil Tiongkok di PBB hal ini berkat pengaruh Amerika begitu
kuat dalam Organisasi PBB. Pada tahun 1960, ada 42 menentang, 34
mendukung dan 22 abstain, masuknya Cina (Republik Rakyat Tiongkok) ke
dalam PBB (United Nations, 1970).

4.1.54 Masalah Perang Dingin

Perang Dingin adalah periode antara 1949-1991 di mana Amerika Serikat
dan Uni Soviet berselisih secara politik. Amerika dengan ideologi liberal-
kapitalis, sedangkan Uni Soviet berpaham komunis-sosialis. Perang Dingin
juga merupakan persaingan yang melihat dua negara adidaya Amerika
Serikat dan Uni Soviet, serta sekutu masing-masing, bertempur untuk
keunggulan politik, ekonomi, dan nuklir. Disebut Perang Dingin karena baik
Uni Soviet maupun Amerika Serikat tidak secara resmi menyatakan perang
satu sama lain. Namun, kedua belah pihak jelas berjuang untuk mencegah
pihak lain menyebarkan sistem ekonomi dan politiknya ke seluruh dunia

(Ariwianto, 2017).

Uni Soviet dan AS berjuang untuk pengaruh dan dominasi di seluruh dunia.
Kedua negara adidaya tertarik untuk memperluas lingkup pengaruh mereka
di berbagai belahan dunia dan negara-negara adidaya saling membatasi
pengaruh negara adidaya sekutunya. Perluasan ideologi dilakukan dengan
memberikan negara-negara terkecil perlindungan, senjata, dan bantuan
ekonomi terhadap musuh mereka. Kedua kekuatan saling mencari sekutu
untuk bergabung dengan ideologi mereka. Tidak ada pihak yang saling

bertarung secara langsung, meskipun keduanya akan mendukung pihak yang
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berlawanan dalam suatu konflik (Ariwianto, 2017).

4.1.5.5 Masalah Vietnam dan Korea

Perang korea merupakan perang saudara yang Melibatkan dua wilayah, yaitu
Korea bagian utara dan korea bagian selatan. Pada tahun 1951, perang Korea
dimulai, ketika pasukan Korea Utara di bawah Kim-II-Sung melintasi garis
parralel ke-38, yang membagi negara menjadi Soviet bagian korea utara dan
Amerika bagian Korea selatan. Secara ideologis, pihak komunis, termasuk
Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara, ingin mengamankan semenanjung Korea
dan memasukkannya ke dalam blok komunis. Korea Selatan Mendapat
bantuan dari Amerika untuk memenangkan perang ini, hingga tahun 1953,
perang berlangsung brutal, dan AS menjatuhkan lebih banyak bom di sana
daripada seluruh teater pasifik. Perang Korea menjadi perang proksi pertama

dalam sejarah perang dingin (Chang-IL, 2010).

Perang berikutnya perang Vietnam, jauh lebih mematikan dan lebih lama
dari Perang Korea. Pada 1950-an Vietnam terpecah menjadi Komunis Utara,
dan Selatan yang anti komunis. Ho Chih Minh ingin menyatukan Vietnam
di bawah satu pemerintahan yaitu komunisme, tetapi Amerika tentu tidak
menyukainya, sehingga pada tahun 1965 Amerika membalasnya dengan
strategi penahanan yang diperkenalkan pada tahun 1947. Dalam perang ini,
AS menjatuhkan lebih banyak bom daripada gabungan Perang Dunia I dan
Perang Dunia II. AS mengirim tentaranya untuk membantu tentara dan
pemerintah Vietnam Selatan. Perang ini penting karena Amerika benar-
benar merasakan kekalahan perang untuk pertamakalinya (Nauvarian,

2019).
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4.1.6 Pengaruh Pidato Soekarno

4.1.6.1 Dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV)

Sejak tahun 1946, Majelis Umum telah mempertimbangkan agenda yang
berkaitan dengan dekolonisasi dan mengadopsi serangkaian resolusi atas
desakan dari negara-negara yang pernah ataupun sedang mengalami
kolonialisme dan imperialisme dari negara lain. Sampai tahun ke-15 PBB
belum juga mengeluarkan Resolusi yang direncanakan, Soekarno yang
mendesak permasalahan kolonialisme dan Imperialisme ini untuk segera di
akhiri dalam pidatonya yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”, Pada
akhir sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 dikeluarkan resolusi 1514
(XV) yang merupakan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara
dan Rakyat Kolonial yang dikenal juga sebagai Deklarasi Dekolonisasi.
Melalui deklarasi ini semua anggota PBB mengakui hak untuk menentukan

nasib sendiri dari semua bangsa kolonial:

“Semua bangsa memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri; berdasarkan
hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan

bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”

Resolusi 1514 (XV) tahun 1960, yang isinya dirancang dan diajukan oleh 43
Negara termasuk oleh Soekarno mewakili Indonesia, diadopsi dengan 89
suara, dengan sembilan abstain. Kesembilan Negara yang abstain mengalami
kesulitan dengan ruang lingkup hak untuk menentukan nasib sendiri.
Namun, tidak ada yang menentang keberadaan hak tersebut, maupun
penerapannya pada wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (Tirta,

2011).

Dalam resolusi-resolusi ini, Majelis Umum melanjutkan dengan dasar
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bahwa sudah ada hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan resolusi ini,
Majelis Umum, mengingat peran penting Perserikatan Bangsa-Bangsa
dalam membantu gerakan kemerdekaan di Wilayah Perwalian dan Non-
Pemerintahan Sendiri, dengan sungguh-sungguh menyatakan perlunya
membawa kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan
cepat dan tanpa syarat. Dalam deklarasi ini menyatakan, antara lain, bahwa
semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (United Nation,

1960).

Menurut resolusi Majelis Umum 1541 (XV) tahun 1960 berjudul "Prinsip-
prinsip yang harus memandu Anggota dalam menentukan ada atau tidaknya
kewajiban untuk mengirimkan informasi yang diminta berdasarkan Pasal 73
e Piagam", sebuah Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri dapat dikatakan telah
mencapai ukuran penuh pemerintahan sendiri dengan:

* Muncul sebagai Negara merdeka yang berdaulat;

* Asosiasi bebas dengan negara merdeka;

* Integrasi dengan Negara merdeka

Pada tahun 1961, Majelis Umum, melalui resolusinya 1654 (XVI),
membentuk Komite Khusus untuk Dekolonisasi, tentang Pelaksanaan
Deklarasi Pemberian Kemerdekaan Negara-Negara dan Rakyat Jajahan
(Juga dikenal sebagai Panitia Khusus Dekolonisasi atau K-24), sebagai organ
pembantu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki fungsi
untuk memastikan penerapan resolusi 1514 (XV) Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, dalam kerangka ini, setiap tahun
memeriksa keadaan tujuh belas daerah kolonial yang saat itu masih
mengalami kolonialisme, panitia ini memantau wilayah yang masih
menunggu dekolonisasi, dan memantau jalannya adopsi resolusi yang
memungkinkan kemajuan menuju akhir dari kolonialisme. Resolusi 1514

(XV) didahului dan diikuti oleh praktik Negara yang konsisten dengannya.
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Dalam lima belas tahun antara adopsi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tahun 1945 dan resolusi 1514 (XV) pada tahun 1960, sembilan negara
merdeka termasuk Indonesia. Dalam lima tahun berikutnya antara tahun
1960 dan 1965, 35 negara lagi memperoleh kemerdekaan melalui proses
dekolonisasi dalam penerapan hak penentuan nasib sendiri yang diakui
dalam resolusi 1514 (XV). Segera setelah pengadopsian resolusi 1514 (XV),
Negara-negara yang baru merdeka juga secara konsisten berupaya
mempromosikan, melalui partisipasi mereka di Perserikatan Bangsa-

Bangsa, penerapan hak penentuan nasib sendiri (McWhinney, 2018).

Indonesia mengambil langkah realistis pasca perang dunia kedua, negara-
negara sekutu habis-habisan secara ekonomi dan mempertahankan daerah
jajahan membuat pengeluaran yang besar, terutama untuk menghadapi
pemberontakan-pemberontakan, langkah yang realistis adalah memberi
kemerdekaan namun tetap menjalin hubungan baik. Keberhasilan
kemerdekaan Indonesia ini kemudian dimanfaatkan Soekarno dengan
menyerukannya di dalam sidang Majelis Umum PBB pada 30 September
1960 bahwa negara-negara yang belum merdeka terutama di Asia dan Afrika
perlu lepas dari imperialisme dan kolonialisme. Sehingga setelah itu cukup
banyak munculnya negara-negara baru dalam kurun waktu 1960-1965 antara
lain sebagai berikut: Kuwait, Sierra Leone, Tanzania, Trinidad dan Tobago,
Aljazair, Burundi, Jamaika, Rwanda, Samoa, Uganda, Kenya, Malawi,
Malta, Zambia, Maladewa, Rhodesia, Singapura, dan Gambia. Negara-
negara yang baru merdeka ini, dan negara-negara lain yang akan muncul
seiring dengan penyelesaian proses dekolonisasi, menghadapi rintangan-
rintangan besar yang harus diatasi jika ingin menjadi entitas ekonomi, sosial,

dan politik yang layak.

4.1.6.2 Konferensi Non-Blok 1961
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Memasuki periode 1960-an, ketegangan di dunia semakin meningkat dengan
ditandai memuncaknya Perang Dingin berupa Krisis Berlin perjuangan
kemerdekaan menentang penjajahan di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan
perlombaan persenjataan nuklir. Menghadapai situasi itu, Presiden
Yugoslavia Josip Broz Tito bersama Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser,
Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan
Presiden Ghana Kwame Nkrumah berkeinginan untuk memperluas gerakan
Non-Blok yang telah dimulai di Bandung melalui KAA (Non-Aligned
Movement, 1979).

Para pemimpin tersebut kemudian memprakarsai suatu pertemuan di Markas
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 1960 yang
dikenal sebagai “Prakarsa Lima Kepala Negara” atau The Initiative of Five.
Pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-15 berhasil
mengeluarkan suatu Komunike Bersama yang memuat aksi politik, antara
lain: menghimbau negara adidaya untuk menghentikan produksi senjata
atom dan nuklir, mengatur dan mempercepat proses kemerdekaan bangsa
yang masih terjajah melalui PBB, menghimbau negara maju untuk
membantu negara berkembang yang disuarakan dalam Pidato sidang Majelis

Umum PBB.

Gerakan Non Blok pada hakekatnya sejak awal “nonblok™ terhadap
imperialisme, kolonialisme dan dominasi. Di satu sisi, penjajah dunia yang
tersisa pada 1960-an (Inggris, Belgia, Prancis, dan Portugal) semuanya
adalah negara-negara blok Barat sedangkan Uni Soviet mendukung gerakan
dekolonisasi dan pemerintah dan rakyat Tiongkok dengan tegas mendukung
negara-negara nonblok dalam menjalankan politik kemerdekaan,
perdamaian dan netralitas serta dalam memerangi imperialisro,
kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, zionisme dan hegemonisme

kekuatan besar (Fifth Conference of Non-Aligned Countries in Colombo,
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1976).

Perwujudan dari “Prakarsa Lima Kepala Negara” selanjutnya
diselenggarakan pertemuan di Kairo pada 5-12 Juni 1961 yang dihadiri oleh
20 negara. Pertemuan di Kairo berhasil menentukan kriteria tentang negara-
negara Non-Blok. Dengan “Kriteria Kairo”, dan menetapkan dasar bagi
Konferensi Beograd telah disebut “Yalta Dunia Ketiga”, membangun
kesejajaran dengan Konferensi Yalta yang menyatukan Churchill,
Roosevelt, dan Stalin. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya dikirim
undangan kepada 11 negara lain disamping 20 negara peserta pertemuan di
Kairo, untuk menghadiri KTT GNB yang akan diselenggarakan di Beograd,
Yugoslavia pada September 1961. Dalam komunike resmi pertemuan di
Kairo juga dinyatakan bahwa tujuan-tujuan GNB adalah pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama internasional yang
efektif, kemerdekaan manusia dan pengembangan menuju masa depan yang

lebih baik (Glasser, 2007).

Non-Aligned Movement /| Gerakan Non-Blok didirikan untuk menandaskan
kenetralan, bahwa selain Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan
Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet ada negara-negara yang tidak mau
terseret ke dalam kubu mana pun dari Perang Dingin. Di masa Perang
Dingin, organisasi ini adalah simbolisme yang bagus, untuk menegaskan
kepada kedua blok bahwa banyak negara di dunia ini berusaha tetap netral
(Non-Aligned Movement, 1979). Negara-negara nonblok sangat menyadari
dari perjuangannya bahwa memperkokoh persatuan dalam perjuangan anti-
imperialis dan anti-hegemonik adalah sumber kekuatan dan jaminan
kemenangan. Mereka disatukan oleh nasib dan tujuan bersama dan mereka

telah menjadi kekuatan penting dalam urusan internasional.
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KTT GNB I dapat diselenggarakan pada 1-6 September 1961. Konferensi
ini dihadiri oleh 25 negara yaitu Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar,
Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea,
India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia,
Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Tiga negara hadir sebagai peninjau
yaitu Bolivia, Brazil dan Ekuador. KTT GNB I telah menghasilkan tiga
dokumen penting, yaitu:

1. Pernyataan tentang bahaya perang dan tuntutan untuk perdamaian;

2. Deklarasi mengenai prinsip-prinsip Non-Blok, bersama dengan 27
ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia;

3. Surat bersama kepada Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy dan
Perdana Menteri Uni Soviet Kruschev untuk mencegah peperangan
melalui perundingan dan mencapai perdamaian dunia (Palar, 1961).

Gerakan Nonblok telah muncul dan tumbuh kuat dalam kobaran api
perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme dan hegemonisme. Sejak
awal sudah terlihat bahwa gerakan ini tidak menyetujui blok militer dari dua
kekuatan besar. la telah menunjukkan bahwa pertarungan kekuatan besar
dapat menyebabkan perang dunia dan menuntut pemberantasan
kolonialisme dalam segala manifestasinya untuk membasmi sumber konflik.
Oposisi terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme, dan
rasialisme, dan dukungan untuk gerakan pembebasan nasional ditetapkan
sebagai tugas gerakan nonblok di semua konferensi nonblok yang diadakan

sejak 1961.

4.1.6.3 Dukungan Perundingan Masalah Irian Barat

Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda pada tahun
1949, pemerintah Belanda tetap menguasai wilayah West New Guinea. Dari
tahun 1949 sampai 1961 pemerintah Indonesia berusaha untuk

“memulihkan” Papua Barat (kemudian dikenal sebagai Irian Barat atau
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Papua Barat), dengan alasan bahwa wilayah tersebut, bagian dari bekas
Hindia Belanda, adalah milik Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam membawa permasalahan Irian Barat kedalam
forum PBB, salah satunya dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam pidato
pada Rapat Majelis Umum PBB tahun 1960, disaksikan 99 negara Soekarno
dengan lantang dan tegas menginginkan Irian Barat dibebaskan dari kontrol

Belanda.

Pada tahun 1960, koloni Belanda di New Guinea Barat memulai rencana
sepuluh tahun yang dijadwalkan untuk mengakhiri penentuan nasib sendiri
bagi penduduk asli Papua. Rencana ini disajikan secara eksplisit dalam
kerangka dekolonisasi internasional dan diperkenalkan pada saat
Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menyusun undang-undang penentuan
nasib sendiri, yang pertama kali diabadikan dalam deklarasi PBB tentang
pemberian kemerdekaan kepada negara dan rakyat kolonial (14 Desember

1960) (Webster, 1961).

Dukungan yang tumbuh untuk Indonesia ini bertepatan dengan kedatangan
Presiden Kennedy di Gedung Putih pada tahun 24 Oktober 1961. Tidak
seperti pendahulunya Eisenhower, Kennedy tidak menentang kemungkinan
keterlibatan AS untuk menemukan penyelesaian pada permasalahan
Indonesia dengan Belanda. Dalam buku Indonesia Melawan Amerika:
Konflik Perang Dingin 1953-1963 (2008) karya Baskara T Wardaya
mengungkapkan, pertemuan kedua petinggi negara itu terkait dengan isu
Irian Barat yang menjadi konflik Indonesia-Belanda di kancah internasional.
Kennedy membuka pembicaraan dengan menanyakan mengenai pentingnya
Irian Barat bagi Indonesia. “Wilayah itu bagian dari negara kami, dan Irian
Barat harus segera dilepaskan," jawab Soekarno. Para pejabat AS memahami

sejak awal bahwa Indonesia tidak akan pernah membiarkan Irian Barat
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merdeka dan tidak mungkin membiarkan tindakan penentuan nasib sendiri

yang berarti terjadi (Wardaya, 2008).

Pada akhir 1961, setelah upaya berulang kali dan gagal untuk mengamankan
tujuannya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia
Soekarno mengumumkan mobilisasi militer dan mengancam akan
menginvasi West New Guinea dan mencaploknya dengan paksa.
Pemerintahan Kennedy, khawatir penentangan AS terhadap tuntutan
Indonesia akan mendorong negara itu ke arah Komunisme, Amerika
mensponsori pembicaraan antara Belanda dan Indonesia pada musim semi
1962. Negosiasi terjadi di bawah bayang-bayang serbuan militer Indonesia
yang sedang berlangsung ke West New Guinea dan ancaman invasi

Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pidato Soekarno

Bukti pentingnya pidato Soekarno 7o Build The World a New ini dalam kebijakan-
kebijakan dan keputusan-keputusan setiap negara dan PBB memang tidak
langsung berpengaruh namun pemikiran Soekarno dalam pidatonya terdapat
konsistensi baik dalam muatan nasionalisme maupun muatan kolonialisme yang
ingin segera dihapuskan sehingga ia membawanya dalam sidang Majelis Umum
PBB ke-15 di New York. Pidato itu setidaknya memberikan petunjuk tentang
bagaimana seharusnya sebuah negara membangun dunia kembali bagi setiap
warga negaranya. Perilaku politik luar negeri bangsa yang kental nuansa
antikolonialismenya kemudian dihadirkan dalam Sidang Majelis Umum PBB

melalui pidato Soekarno dengan beberapa isu-isu yang terfokus pada
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permasalahan bangsa Indonesia dan bangsa lain, berikut ini merupakan pengaruh
pidato Soekarno pada sidang Majelis Umum PBB di New Nork pada 28 September
1980:

4.2.1.1 Dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV)

Sejarah kolonialisme, yang penuh dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh
pemerintahan negara-negara Barat sebelumnya sangat sulit untuk dihentikan
oleh warga negara yang terjajah, seringkali mereka meminta bantuan
organisasi Internasional untuk mengakhiri kolonialisme yang terus terjadi.
Semua orang di dunia mengetahui bahwa kolonialisme dan imperialisme
membuat kesengsaraan, kemerdekaan suatu negara adalah tonggak sejarah
yang sangat besar. Soekarno mendesak pemberian kemerdekaan kepada
negara-negara yang terjajah untuk mengakhiri kolonialisme dan
imperialisme dalam pidatonya membangun dunia kembali.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi yang anggotanya
merupakan negara yang menggenggam kemerdekaan, semua negara yang
tergabung dalam PBB tidak akan bersedia untuk melepaskan kemerdekaan
negaranya. Kolonialisme adalah praktik suatu negara memperluas
dominasinya atas negara lain dengan mengambil kendali atas wilayah
mereka, merampas hak penentuan nasib sendiri dan pemerintahan sendiri
dari populasi mereka, mencuri sumber daya mereka dan mempertahankan
kendali dengan kekerasan dan kekerasan. Jika semua anggota PBB
menerima prinsip dalam Piagam PBB bahwa bangsa berhak menentukan
nasibnya sendiri, maka kolonialisme adalah pengingkaran terhadap hak itu.
Seharusnya setiap anggota PBB memberikan dukungan kepada wilayah

yang secara sah menurut hukum untuk mendapatkan kedaulatan.

Kewajiban para Penguasa dunia bersatu untuk berpegang teguh pada

Perdamaian, yang merupakan alat utama untuk melindungi seluruh umat
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manusia. Jalan negara-negara baru pada tahun 1960 masih panjang umat
manusia belum mencapai perdamaian yang dijanjikan oleh PBB. Dominasi
dan eksploitasi asing merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia
yang fundamental, bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan merupakan hambatan bagi peningkatan perdamaian dan kerja
sama dunia. Usulan mengenai pemberian kemerdekaan dengan
menghentikan  kolonialisme dan imperialisme bangsa barat yang
disampaikan oleh Soekarno, PBB membuat Deklarasi Pemberian
Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Rakyat Kolonial resolusi 1514
(XV) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1960, yang
dikenal juga sebagai Deklarasi Dekolonisasi. Resolusi ini dengan sungguh-
sungguh memproklamasikan perlunya mengakhiri kolonialisme dalam
segala bentuk dan manifestasinya dengan cepat dan tanpa syarat. Dan tujuan

deklarasi ini menyatakan bahwa:

1. Penundukkan bangsa-bangsa pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi
asing merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang
fundamental, bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan merupakan hambatan bagi peningkatan perdamaian dan kerja sama
dunia.

2. Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan
hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan
dengan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya
mereka.

3. Ketidaksiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh
dijadikan alasan untuk menunda kemerdekaan.

4. Semua tindakan bersenjata atau tindakan represif dari segala jenis yang
diarahkan terhadap bangsa-bangsa yang bergantung harus dihentikan
agar memungkinkan mereka untuk menjalankan secara damai dan bebas

hak mereka untuk menyelesaikan kemerdekaan, dan keutuhan wilayah
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nasional mereka harus dihormati.

5. Langkah-langkah segera akan diambil, di Wilayah Perwalian dan Non-
Pemerintahan Sendiri atau di semua wilayah lain yang belum
memperoleh kemerdekaan, untuk mengalihkan semua kekuasaan kepada
rakyat di wilayah tersebut, tanpa syarat atau syarat apa pun, sesuai
dengan kebebasan mereka. kehendak dan keinginan yang diungkapkan,
tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, untuk
memungkinkan mereka menikmati kemerdekaan dan kebebasan penuh.

6. Setiap upaya yang ditujukan untuk merusak sebagian atau seluruh
persatuan nasional dan integritas wilayah suatu negara tidak sesuai
dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Semua Negara harus mematuhi dengan setia dan ketat ketentuan-
ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar kesetaraan, tidak mencampuri
urusan dalam negeri semua Negara, dan menghormati hak asasi manusia.
Hak berdaulat semua orang dan integritas teritorial mereka.

Instrumen ini menegaskan hak setiap bangsa untuk kelangsungan hidup,

kemerdekaan, yurisdiksi eksklusif atas wilayahnya sendiri, dan persamaan

dengan setiap bangsa lain; dan deklarasi ini menyangkal hak bangsa mana
pun untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme, demi perlindungan
atau pelestariannya sendiri, hal ini merupakan tindakan yang melanggar

hukum terhadap negara yang tidak bersalah.

4.2.1.2 Konferensi Non-Blok 1961

Ketika pemimpin Indonesia menyerukan pembentukan gerakan
internasional baru dalam pidatonya To Build The World a New di sidang
Majelis Umum PBB pada 1960, Soekarno mencari kerja sama di antara

negara-negara ‘“non-blok™ atau “netralis”. Menghadirkan non-blok sebagai
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kebijakan negara, Soekarno selaku Presiden Indonesia, pernah berkata,
“Lebih daripada seribu juta rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula
rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto
Komunis maupun Declaration of Independence”. Bertentangan dengan
tekanan eksternal dan keberpihakan yang terbentuk pada akhir Perang Dunia
II, konsep ketidakberpihakan muncul dan berkembang selama Perang
Dingin dengan mendorong perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme,
pendudukan asing, dan non-intervensi, Gerakan Non-Blok (GNB)
mendukung penentuan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan
keutuhan wilayah. Gerakan Non-Blok juga menyebarkan restrukturisasi
sistem ekonomi internasional dan bertujuan untuk kerja sama internasional
dengan pijakan yang setara. Banyak negara yang tidak tergabung dalam Blok
Barat dan Timur kemudianmerevitalisasi non-blok sebagai jalan tengah

dalam persaingan global.

Banyak alternatif cara untuk menyelesaikan permasalahan salah satunya
adalah dengan melakukan negosiasi bagi kedua negara. Bagi Soekarno
perdamaian dunia akan tercapai apabila bangsa-bangsa lain menghentikan
peperangan, dan perdamaian dunia adalah tugas seluruh umat manusia.
Soekarno menyatakan dalam pidatonya perlunya PBB membuat aturan
perlucutan senjata. Pendirian PBB diharapkan mampu memelihara
perdamaian dan keamanan internasional yang akhirnya akan mengarah pada
kontrol dan akhirnya pengurangan senjata. Oleh karena itu, Piagam
memberdayakan Majelis Umum untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip
pengendalian senjata dan perlucutan senjata serta membuat rekomendasi
kepada negara-negara anggota dan Dewan Keamanan. Piagam tersebut juga
memberikan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan untuk merumuskan
rencana pengendalian dan perlucutan senjata. Meskipun tujuan pengendalian
senjata dan perlucutan senjata terbukti sulit dipahami, PBB telah

memfasilitasi negosiasi beberapa perjanjian pengendalian senjata
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multilateral.

Sejak tahun 1945, banyak perjanjian pengendalian senjata berfokus pada
proliferasi senjata nuklir, kimia, dan biologi, masalah yang terkait dengan
sistem misil anti-balistik, dan pengurangan frekuensi uji coba nuklir di
seluruh dunia. Hingga tahun 1960 PBB belum resmi mengeluarkan deklarasi
perlucutan senjata. Perlucutan senjata diperlukan bagi umat manusia karena
perang dan kebencian bertentangan dengan piagam PBB. Pentingnya
perjanjian perlucutan senjata untuk menunjukkan kepada masyarakat
internasional bahwa suatu negara tidak bermusuhan dan terbuka untuk
diplomasi dan diskusi. Perlucutan senjata juga dilihat sebagai bagian penting

dari menjaga perdamaian dunia.

Senjata dan persenjataan tidak akan dibutuhkan lagi selain yang diperlukan
untuk memastikan keamanan internal negara masing-masing. Hal ini harus
dilakukan oleh bangsa Eropa dengan menghentikan perang antar negara-
negara di Asia dan Afrika, atau kita sebut dengan perjanjian perlucutan
senjata. Perjanjian pelucutan senjata adalah perjanjian di mana kedua negara
yang berperang membatasi atau mengurangi penggunaan senjata seperti
tank, senapan dan senjata pemusnah massal. Hal ini dianggap sebagai contoh
penguran gan hubungan ketegangan, terutama dalam situasi politik karena
melibatkan kedua negara berdiskusi dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan bersama. Perlucutan senjata mengarah pada perdamaian yang lebih
kuat. Perlucutan senjata juga dikatakan berdampak positif pada ketahanan
perdamaian jangka panjang. Dengan kata lain, pelucutan senjata mengurangi
kemungkinan terulangnya perang dan memberikan kemerdekaan kepada

negara lain.

Usulan perlucutan Senjata dalam pidatonya Soekarno menyatakan sebab

kolonialisme mempunyai hubungan dengan keamanan; keamanan;
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keamanan mempunyai hubungan dengan persoalan perdamaian dan
perlucutan senjata; perlucutan senjata berhubungan dengan perkembangan
secara damai dari negara-negara yang belum maju. Maka, untuk mencapai
perdamaian, negara harus menyingkirkan senjata perang, dan beralih ke
instrumen rekonstruksi universal. Kemudian Anggota Majelis Umum
sepakat bahwa perlu diusulkan diadakan penyelenggaraan sesi khusus
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk
perlucutan senjata, hal ini merupakan kompromi antara mereka yang
menganjurkan Konferensi Perlucutan Senjata Sedunia dan mereka yang
menentang konferensi semacam itu. Gagasan konferensi perlucutan senjata
dunia dan sesi khusus tentang perlucutan senjata berasal dari negara-negara
non-blok, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia termasuk yang
berjuang untuk konferensi perlucutan senjata dunia. Konferensi Kepala
Negara atau Pemerintah Negara Non-Blok di Beograd tahun 1961
merekomendasikan agar Majelis Umum menyelenggarakan sesi khusus
Majelis Umum yang dikhususkan untuk pembahasan perlucutan senjata atau

konferensi perlucutan senjata dunia.

4.2.1.3 Dukungan Perundingan Masalah Irian Barat

Otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya secara terbuka mendukung
solusi negosiasi yang ditolak oleh Majelis Umum dalam beberapa
kesempatan. Lebih penting lagi, Amerika Serikat yang kuat akhirnya mulai
beralih dari netralitas pasif menuju mediasi aktif pada tahun 1961.
Perubahan posisi AS terhadap sengketa Irian Barat di PBB dari netral
menuju aktif merupakan peristiwa bersejarah bagi penyelesaian
permasalahan Irian Barat karena AS membuka jalan bagi perundingan antara
Belanda dan Indonesia pada tahun 1962 di New York. Presiden Indonesia

Soekarno, yang semakin sering menggunakan klaim Indonesia atas wilayah
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tersebut untuk mengobarkan semangat nasionalis dan memuluskan
perbedaan politik dalam negeri, mengumumkan invasi militer. Kehadiran
militer Indonesia yang kuat telah menjadi perlengkapan tetap di Papua sejak

saat itu.

Invasi Indonesia awalnya menimbulkan protes internasional, tetapi diplomat
AS Ellsworth Bunker dan pemerintahan Kennedy menekan Belanda untuk
menerima penyelesaian yang ditengahi AS. Pada tahun 1962, kampanye
Indonesia untuk memulihkan Papua bagian barat mencapai keberhasilan
akhir. Kesepakatan dicapai dengan Belanda untuk penyerahan wilayah ke
Indonesia setelah masa administrasi PBB tetapi dengan ketentuan bahwa
penduduk wilayah tersebut membuat suatu Tindakan Pilihan Bebas sebelum
akhir tahun 1969 tentang dimasukkannya mereka ke dalam republik (Act of
Free Choice) yang diawasi oleh PBB untuk memutuskan apakah mereka
ingin tetap berada di bawah pemerintahan Indonesia atau tidak. 1026
pemilih, memilih dengan suara bulat untuk bergabung dengan Indonesia.
Pilihan ini akhirnya dibuat oleh dewan perwakilan, yang mengukuhkan
keberlangsungan New Guinea bagian barat (Papua) berganti nama menjadi
Irian Barat (Irian Barat) sebagai bagian dari Indonesia. Permasalahan Irian
Barat ini mengeksplorasi bagaimana negara-negara memperoleh
kemerdekaannya, hambatan yang dihadapi para pemimpin dalam
membangun negara baru mereka, dan bagaimana dunia terus mengalami

warisan dekolonisasi.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah ditulis di dalam bab-bab di
atas, maka penulis memperoleh hasil data yang dapat disimpulkan Pengaruh pidato
Soekarno 7o Build The World A New Pada Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1960

sebagai berikut:

Pidato 7o Build The World A New yang artinya membangun dunia kembali dibacakan
pada Sidang Majelis Umum PBB ke-16 oleh Soekarno pada tanggal 30 September
1960, merupakan bentuk pelaksanaan politik luar negeri Soekarno sebagai wakil

Indonesia dalam forum Internasional, pidato ini juga bentuk dukungan Soekarno
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kepada negara-negara yang masih mengalami imperialisme dan kolonialisme serta

masih mengalami permasalahan regional, nasional ataupun internasional. Pidato To

Build The World A New mendapat respon yang baik dari negara-negara di dunia

dibuktikan saat suasana sidang riuh sorakan dan tepuk tangan dari ara wakil negara

didunia. Menurut peneliti melalui pidatonya Soekarno menuntut akan adanya
persamaan hak dan derajat antar bangsa-bangsa di dunia, tanpa adanya suatu intervensi

atas suatu bangsa terhadap bangsa lain, hal ini harus diwujudkan oleh semua negara di

dunia. Berdasarkan penelitian telah peneliti tentukan dampak dari pidato Soekarno

membangun dunia kembali yaitu:

1. Menghentikan Kolonialisme dan Imperialisme, PBB membuat Deklarasi
Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Rakyat Kolonial resolusi
1514 (XV) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1960.

2. Usulan Perlucutan Senjata, terjadi Konferensi Kepala Negara atau Pemerintah
Negara Non-Blok di Beograd tahun 1961.

3. Permasalahan Irian Barat, Negara-negara lain memberikan simpati pada
permasalahan ini salah satunya Amerika Serikat akhirnya mulai beralih dari

netralitas pasif memberikan saran untuk melakukan mediasi aktif pada tahun 1961.

1.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis

menyampaikan saran-saran diantaranya, sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh pidato Soekarno To Build The
World A New Pada Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1960, karena masih banyak
yang dapat dikaji lebih lanjut agar memperoleh gambaran yang lebih jelas pada
Pengaruh pidato Soekarno To Build The World A New Pada Sidang PBB Tahun
1960.

2. Diharapkan pembaca dapat mengerti tentang Pengaruh pidato Soekarno 7o Build
The World A New Pada Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1960 dan menambah

wawasan tentang sejarah Politik Luar Negeri Soekarno.
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Gambar 4. Rencana Pertemuan Non-Blok 1960
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THE FIVE NATIONAL LEADERS WHO SPONSORED

MOVESFOR AKHRUSHCHEV-EISENHOWER MEETING

Heads of the five neu- [‘
tral nations who spon-
sored the cull to the Uni-
ted MNations General As-
sembly fo arrange an early
meeting of President Eis-
enhower and Mr, Khrush-
chev. They are (left 1o
right) Mr. MNehru, Indin’s
Prime Minister; Dr.
Nkrumah, Ghana's Presi-
dent; Colonel Nasser,
President of the United
Arab Republic; Dr. Soe- ||
koo, President of Indon-
esin; and -Marshal Tito,
President of Yugoslavia,
who was hosi ai the meci-
ing,
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AGENDA ITEM 8
Adoption of the agendo {continuad}

[FIGET REPORT OF THE GENEFRAL COMMITIET
{Af4520) (continued)

1, The FRESIDENT: The Asserbly will now continue
Jthe consideration of the guestion of the allocation of
titerns which have been included in the agenda of the
fifteenth session, 4= recommended by lhe General
fCommittes in its firet report [A/4520],

1. In additden o the items which the Assembly hag
falready allocated dircetly to plenary, there Temajn
tho draft resclutions submitted by the Soviet TUnion
onigined in dovuments A/L.312 and A/L.213M in-
7ite the General Assembly to turn ko the firet of those
Jdraft resolufions, which proposesfhattheitem entitled
"Declaration on the granting ol independence to colo=
nfal cowniries and peoples’ should be dealt with in

man of the Council of Minlstera of the Soviel Union.

Mm__{m Chairman of {he Council of
Bfinisters of the UnicA of Soviet Socialist Republics
trapsiated from TRussizn}: The Government of the
fovlet Union has requested [A/4B01] that the ques—
lon of the adeption by States Members of the United
liationa of o declaration on the granting of independ-
fnee to colenial cowntries and peoples should he in-
[uded in the agenda of the fifteenth session of the
neral Assembly, Tn our opinion, it is essential
the question should be digcussed by the Genersl
Mgembly fn plenary meeting.’

#» The exceptional importance of the infermational
[roblem of ridding mankind of the shameful colonial
Eretern—that legacy of the pagt—ghould be obviﬁll\salto
¥reryone, Dozens of nations and countries have "zl
geddy thrown off the infarmous colonial yoke. Thetime
i vipe for the tofal and final lfheration of all the
ions from eolonial oppression, and this 1ssue has
agsumed particular gravity and urgency.

Mr. Nkrumsh, the Pregident of Ghana [869th meet-
k], Mr. Nebru, the Prime Minister of India [552nd
eeting}, Mr. Nesser, the President of the United

i Subsequenty Issued a5 amendweents woder the symbala A/L.3127
B 1 and AL 315/ Rerv. 1,

671

Arzb Republic [873rd meeting], Mr. Snkairno, the
President of the Republic of Indonesiz[880ih meeting],
Mr. Cagtro, the Prime Minister of Cuba [872nd meet~

" ing], Mr. Shukeairy, the Chairman of the Sandi Arabian

delegation [ 87 %h meeting], and miny other representa=-
tives have expressed this view in their statements at
the pragent seasion.

7. The General Asszembly mms{ realize in gll carn-
egtness that unlesg steps are taken with the nimoet
dispatch, colohialism will remain capahle of inflicting
winch further puffering and hardship, of ruining mil-
licns upon millions of further lives and of proveldng
armed conllicta and wars, thereby threatening peace
and gecurity not only In individual aresg hut through-
out the world.

8. There ls talk in the Weat of freedom, eguatity
and broftherhood. These topics are slao current in the
colaninl countries, whose ruling circles are eventry-
ing- to assert, in all seriouspess, thet the colonial
syslem is progressive; they describe this system of
slavery as "assisiance to wnder—developed nations"

-er a3 Tthe bringing of advanned civilization to these

nations". Tens, nsy, hundreds of millions in Asia,
Africa and Latin Anlerica know full well what this
"advanced civilization" meane fn proctice to the pec-
ples enslaved by the colonialste,

9. As a regult of this "civilization”, the population
of & pumber of colonies ineluding, for lnstance, the
Congo, hag been slmost halved, The eircumstances in
which the indipenous inhabifantz of Australla were
exterminated aTe a malter of common lmeowledge, and
Mr. Menzies, wiho addresaed this Assembly, shonld
oot forget them, A similar process tock place in the
United Stales, too; where the Indians, the indigenous
inhabitants, were decimated and the survivaors driven
inside rescrvations.

10, Alihough, at long last, withthe abolition of slavery
the Negroee In the United Slates oblained their free
dom, they are stil] baing subjected to diacriminalion
fnd Lheir elementary rights are being restricled to &
minimum, In many States of the Urifed Biates Negro
children cannpt go to school with Whites; Negroes are
not admitted to hotele where Whites stay, nor are they
dlowed into theatres or restauranis. There you have
the true face of the Mecivilization™ of which the im-
periatist and eolonialist Powers are o proud, Jivill-
zétlon, indeed! IL was imposed by [orce, sgainst the
wishes of the people, The colonialists genl in troops,
extillery and muchine~pguns, and the troops wers fol-
lowed by. missionaries carrying the Crose.

11, The other day, Mr. Macmillan pave us an eloquent
description of the benefactions conferred by the United
EKingdom on the eolonfal peoples. Compare it with
what the United Kingdom Press has to sey of the iroe
siination in the colonies: Kenya, Rhodesia and other
colonies are In a ptate of ferment; in Khodesia, the
colomiatists are being forced tobuildup their strength.

ASPY.902



Gambar 6. Hasil Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1960

&0 Goneral Asscaobly —- Fifteenth Zesnion

chould be admitted to membership in the Tnited
[Natioms 8!
Huowing considered the application for membership of
the Republic of Mali,**
Decidesss admit the Repallic of Mali to membership
in the United Nations.
’ B76th plenary mecting,
28 Septemsber 1960,

1492 (XV). Admiseion of the federation of
Nigeria 1o membership in the United Nations

The General Assembly,

Having received the recommendation of the Security
Council of 7 October 1960 that the Federation of Nigeria
chould be admitred to mentbership in the United
Nations,®

Having considered the agplicaiion for membership of
the Federation of Nigeria,®

Derides to admit the Federation of Nigeria to mem-
Bership tn the United Nations.

§03rd plemary maeting,
7 Ortoher 1960

1495 (XV). Co-operation of Meruber States

The General Assembly,

Deeply concerned by the Werease in world tensions,

Censidering that the deterioration in international
relations comstitutes o grave risk to world peace and
co-operation,

Conscious that both in the General Assembly and in
the world at large it is necessary to arrest this trend
in international relations and to courritute towards
greater harmotty among nations irrespective of the dif-
ferences in their political and economic systems,

L. Urges that all couptries, in accordance with the
Charter of the United Nations, refrain from actions
likely to aggravate internativnal tensions ;

2. Reaffirms the conviction that the strength of the
United Natiofs rests on {he co-operation of its Member
States which should be forthcoming in full measure so
that the Crganization hécomes 2 more effective instru-
ment for the safeguarding of peace and for the promotion
of the economic and social advancement of alt pooples;

3. Urges further that immediate and construcrive
steps should be adopted in regard to the urgent prohlems
concerning the peace of the world and the advancement
of itz peoples;

4, Appeals to all Member States to use their wtmost
endeavonts to these ends.

QOTth plenary mecking,
I7 Octaber 1960,

1508 {XV). Report of the International Atoimis
Energy Agency
The General Assembly
Tukes note of the report of the Taternational Atomic

a1 fhid., docunment A 4514,

¥ fhid,, document A/4512,

a8 [hid., document A/4333,

24 flad., document 874527,

&8 dnnwal report of the Board of Cavernors o the (reneral
Conference, I Fuby 1950.33 June 1960, Vienna, July 1960 (AS
4531 and Corr.] and Add 1)

Enerry Ageticy to the General Assembly for the year
1959-1560) 3¢
o43rd plomary meeting,
12 December 1960,

1513 (XV). BReport of the Security Couneil

The (Femeral Assembly
Takes note of the report of the Security Council to
the Ciencral Assembly covering the period from 16 July
1959 4o 15 Julw 10603
043rd plenary mecting,
12" Dacember 1960,

1514 (XV). Declaration on the grahting of
independence 1o colonisl countries and
peoples

The treneral Assembly,

Mindful of the detennination proclaimed by the peo-
ples of the world in the Charter of {he United Nabions
to reaffirm fuith in foudamental buman rights, in the
dignity and worth of the human person, in the equal
righits of men and woren and of nations Jarge and smal!
and to promote social progress and berter standards of
life in larger freedom,

Conscious of the need for the creation of conditions
of stability and well-heing and peaceful and friendly
relations based on respect for the principles of equal
rights and self-derermination of all peoples, and of
wmiversal respect for. and observance of, human rights
and fundamental freedoms for all wirthout distinction
as 10 rare, sex, language or religion,

Recognizing the passionate yearning for freedom
all dependent peoples and the decisive role of such pto-
ples in the atrainment of their independence.

Amare of the increasing conflicts resulting from the
dunixl of or impediments f the way of the freedom of
such peaples, which constitute s serious threat to world
pL"at(‘.

Considering the important rale of the United Nations
in assisting the movement far independence in Trust
and Noo-Self-Governing Territories,

Recognizing that the peoples of the world ardently
desite the end of colonialism in all its manifestations,

(anpinced that the continned existence of cofonialism
prevents the development of interpational economic co-
operativn, impedes the social, omtural and economic
development of dependent peoples and militates against
the United Nations ideal of universal peace,

Affrming that peoples may, for theit own ends, freely
dispose of their natural wealth and resources without
prejudice to any abligations arising ont of international
erunomic co-operation. based upon the principle of
rghual benefir, and international Jaw,

Relieving that the process of Jiberation is irresistible
and irreversible and that, in order to avoid setious crises,
an end must be put to colonialism and all practices of
segregation and discrimination associated therewith,

I eleoming the emergence in Tecett years of g large
surher of dependent territories into freedom and inde-
pendence, and recognizing the increasingly powerful
trends towards freedom in such territories which have
uot yet attained independence,

" 9 Official Records of the Gengral Aseembly, Fifteenth Secsion,
Supplement No. 2 (AS1804).
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Compinced that all peoples have an {nalienable right
to complete freedom, the sxercise of their sovercipnty
and the integrity of their national territory,

Sofewenly procioims the necessity of bringing to a
speedy and unconditional end colonialism in all its forms
and manifestations;

Angd to this end

Bleclares that:

1. The subjection of peoples to alien subjugation,
domination and exploitation constitutes a demdal of
Eundamental homan rights, is contrary to the Charter
of the United Nations and is an impediment to the
protnotion of world peace and co-operation.

2. All peoples have the right to self-determination ;
by virtue of that right they frecly deturmine their
political status and freely pursue their economic, social
and cultural development,

3. Inadequacy of political, economic, social or edu-
cational preparedness should never serve as a pretext
for delaying independence.

4. All armed action or repressive measures of all
kinds directed against dependent peoples shall cease
in order to enable them tn exercise peacefully and
freely their right to complete independence, and the
integrity of their national territory shall be respected,

5. Immediate steps shall be taken, in Trust and
Non-Self-Governing  Territories or all other terri-
tories which have not yet attained independence, to
transfer all powers to the peoples of those territgries,
without any conditions or reservations, in accordance
with their freely expressed will and desire, without

x

any distinction as to vace, creed or coloyr, in order to
cnable them to enjoy complete independence and
frecdom.

& Any attempt aimed at the partial or total dis-
ruption of the national unity and the territvrial in-
tegrity of a country is incompatible with the purposes
and principles of the Charter of the United Nations,

7. All States shall ohserve faithfully and strictly
the provisions of the Charter of the Tiuited Nations,
the Universal Declaration of Human Rights and the
presenl Declaration on the basis of equality, non-
mterference in the internal affairs of all States, and
respect for the sovereign rights of all peoples and
their territorial integrity.

HFth plenary meeting,
14 Decombar 1960,

1592 (XV). The situation in the Republic uf the
Congo

The General Assembly,
Hawving considered the item entitled “The situation
in the Republic of the Congo”,

Noting that the previous resolutions of the Security
Council and the General Assembly on this subject are
still in effect,

LDecides to keep this item on the agenda of its resumed
fifteenth session,
038tk plenary meeting,
20 Decembor 1060

*

Note

Appointment of the Prace Obeervation Commiasion
{item 18)

At its D60th plenary meeting on 20 December 1960, the General Assemhly
derided to reappoint, for the calendar years 1951 and 1962, the present membery
of the Peace Ohservativn Commission. The Cormnission is therefore composad as
follows: CHina, Czecmosiovaxis, France, HowpUmas, Inpia, Imag, IsRAEL,
NEw ZEALAND, Paxrstan, Swiney, UNION oF SOVIET Socrartss REryusLICS,
Urwrrer Kincnos oF GrEaT Britain aND NORTHEERN [RELAND, UNTTEL STATES

oF America and Urticuay,



Gambar 1. Hasil Sidang Non-Aligned Movement. Belgrade, Serbia. 6
September 1961

1" Summit Conference of Heads of State or
Government of the Non-Aligned Movement

Belgrade, Serbia
6 September 1961

DOCUMENT:
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Final Document — Section on Nuclear Disarmament
and Related Issues



















































































































